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Kami telah mereviu Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Tahun Anggaran 2018, sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi
informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah
disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan
perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan
kinerja ini.

Jakarta, 8 Februari 2019

rh. IGMN. Kuswandana, MM
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KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban secara akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah
atas penggunaan anggaran yang dikelola. Laporan kinerja dimaksudkan untuk
memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat, kendala yang
dihadapi apabila capaian tidak sesuai target, dan upaya perbaikan untuk meningkatkan
kKinerjanya ke depan.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 disusun
dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara umum, laporan ini menggambarkan pertanggungjawaban dalam wujud
pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian selama tahun 2018.
Laporan Kinerja disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2018 vyang
ditandatangani oleh Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Evaluasi capaian
kinerja tahun 2018 dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target,
terhadap realisasi tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya, dan terhadap target
tahun 2019 sebagai tahun terakhir Renstra Inspektorat Jenderal Tahun 2015-2019.
Untuk indikator yang belum memenuhi target dilakukan analisis kendala serta solusi
perbaikan ke depan.

Besar harapan kami, bahwa Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian tahun 2018 ini dapat memberikan gambaran kinerja Inspektorat Jenderal dan
dapat menjadi referensi serta masukan guna perbaikan proses perencanaan ke depan.

Jakarta, Februari 2019

NIP. 1960022D1982031001



IKHTISAR EKSEKUTIF

Paradigma pengawasan mengalami perubahan dari bersifat
watchdog menjadi konsultansi. Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian sebagai aparat pengawas internal pemerintah harus
berperan secara aktif sebagai mitra bagi satuan kerja di lingkup
Kementerian Pertanian dalam mengawal perwujudan kedaulatan
pangan dan kesejahteraan petani.Untuk itu, Inspektorat Jenderal
menetapkan 3 (tiga) misi tahun 2015-2019, vyaitu: (1)
melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program
pembangunan pertanian, (2) mewujudkan penerapan system
pengendalian intern lingkup Kementerian Pertanian secara efektif,
dan (3) meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat
Jenderal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Inspektorat Jenderal dapat
dikatakan sangat berhasil, dengn rata-rata capaian indikator
sebesar 101,22. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan)
indikator kinerja, tercatat 5 (lima) indikator sangat berhasil (capaian
>100%), dan tiga indikator berhasil (capaian 80-<100%).

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2018, Inspektorat
Jenderal memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar
Rp97.134.000.000. Sampai tanggal 31 Desember 2018, realisasi
serapan anggaran mencapai Rp92.028.826.923 atau 94,74% dari
pagu anggaran. Realisasi anggaran tersebut lebih besar dari tahun
sebelumnya.

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 tersebut
merupakan hasil kerja seluruh unit kerja di Inspektorat Jenderal.
Ke depan, capaian kinerja yang telah memperlihatkan hasil yang
berhasil tersebut perlu dipertahankan dan bahkaan ditingkatkan.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan dan paradigma pengawasan intern Inspektorat Jenderal telah
mengalami perubahan dari semula bersifat watchdog menjadi bersifat
konsultansi. Paradigma pengawasan ke depan diharapkan bersifat katalis
sebagai bentuk dari pencapaian tahap Quality Assurance, dimana peran
pengawasan intern lebih mengarah kepada penghantar suatu unit kerja
untuk meningkatkan kualitas kerjanya sesuai dengan rencana dan ketentuan
yang berlaku. Seiring dengan hal tersebut, maka strategi pengawasan yang
akan ditempuh adalah pengawasan yang lebih bersifat pre-emtif dan
preventif, sehingga potensi terjadinya penyimpangan akan terdeteksi secara
dini. Upaya penanganannya pun diharapkan dapat menjadi lebih tepat yang
berdampak pada tercapainya tingkat efektivitas dan efisiensi program atau
kegiatan yang dilaksanakan.

Kewenangan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan pengawasan di
lingkungan Kementerian Pertanian didasarkan pada Peraturan Presiden
No.45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian. Tugas Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian adalah melaksanakan pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Pertanian. Ketentuan tersebut dijabarkan lebih
lanjut dalam Peraturan Menteri Pertanian No.43/Permentan/OT.010/8/2015
tentang Organisasi & Tata Kerja Kementerian Pertanian, yang menyebutkan
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas dan fungsi pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Pertanian.

Isu Strategis

Sektor Pertanian menurut data diketahui menyumbang kontribusi sebesar
10,70% terhadap GDP Nasional dan penyumbang devisa negara 8,24 miliar
US$ (triwulan 2 tahun 2017), menyerap 31,86% angkatan kerja (Sakernas,

ta:péran  Kinerja _'!ns'pék%orar  Jenderal 'Kemente'rian.‘ Pertanian | Tahun
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Feb 2017), dan menjadi penyedia pangan, bahan baku industri, pakan dan
bio-energi. Hal ini menunjukan bahwa pembangunan sektor pertanian adalah
penting dan harus mendapatkan perhatian, khususnya dalam upaya

mewujudkan swasembada dan ketahanan pangan di Indonesia.

Indikator tercapainya Visi Pembangunan Pertanian Indonesia sebagai
Lumbung Pangan Dunia 2045 adalah meningkatnya Indeks Ketahanan
Pangan Indonesia menjadi level 3 pada tahun 2045. Sesuai data Economist
Intelligence Unit pada Global Food Security Index (GFSI) Tahun 2017,
Peringkat Ketahanan Pangan Indonesia berada pada tingkat 69 dari 113
Negara.

Sebagai upaya mengawal perwujudan visi sebagai Lumbung Pangan Dunia,
Inspektorat Jenderal melakukan pengendalian intern atas program dan
layanan Kementerian Pertanian melalui kegiatan audit dan pembinaan SPIP
sehingga terwujud akuntabilitas pelaksanaan program dan layanan lingkup
Kementerian Pertanian.

Keberhasilan pembangunan sektor pertanian yang diemban Kementerian
Pertanian, disamping ditopang oleh fungsi perencanaan, pengorganisasian
dan pelaksanaan, juga didukung oleh fungsi pengawasan yang efektif.
Inspektorat Jenderal selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) di
Kementerian Pertanian merupakan |lembaga pengawasan internal yang
independen memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung
keberhasilan pembangunan pertanian.

Akuntabilitas Kinerja

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan pada
Peraturan Presiden Republik Indonesia No0.29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri PAN dan
RB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/PW.160/10/2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun
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Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun sebagai bentuk akuntabilitas
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada instansi
pemerintah atas penggunaan anggaran.

B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

Pelaporan  Kinerja Instansi Pemerintah  merupakan perwujudan
pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian kepada
Menteri Pertanian. Adapun tujuan penyusunan laporan ini adalah
memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Pertanian atas
kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2018. Disamping itu, laporan ini juga
merupakan sarana (fools) perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat
Jenderal dalam meningkatkan kinerjanya di tahun yang akan datang.

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan Sistematika Penyusunan
Laporan Kinerja sebagaimana lampiran Il Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,
sebagai berikut:

BAB | Pendahuluan

Penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek
strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic
issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB I Perencanaan Kinerja

Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB Il Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja
sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil

pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian  Pertanian  Tahun
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kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian
kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun
ini;

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian
kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun
terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen
perencanaan strategis organisasi;

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan
standar nasional (jika ada);

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan  atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi
yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran
Menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV  Penutup

Simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah
di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk

meningkatkan kinerjanya.

Laporan  Kinerja Inspektorat ~Jenderal ~Kementerian Pertanian  Tahun,
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C. ORGANISASI DAN FUNGSI - FUNGSI

Sesuai Permentan No.43/Permentan/OT.010/8/2015 tanggal 3 Agustus 2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan
fungsi: a) perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Pertanian; b) pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,
evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c)
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri; d)
penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian
Pertanian, e) pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan f)
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal
terbagi atas 6 unit Eselon Il yang memiliki fungsi sebagai pelaksana teknis
dan administratif yaitu:

1. Sekretariat Inspektorat Jenderal

Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas memberikan pelayanan
teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja lingkup Inspektorat
Jenderal.

2. Inspektorat |

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Jenderal, Direktorat
Jenderal Hortikultura, serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Pertanian.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun
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3. Inspektorat Il

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Tanaman
Pangan dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

4. Inspektorat Il

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkebunan,
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, serta Badan Ketahanan
Pangan.

5. Inspektorat IV

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis
pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainnya pada unit organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan, Inspektorat Jenderal, dan Badan Karantina

Pertanian.
6. Inspektorat Investigasi

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu serta upaya pencegahan

korupsi.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun
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BAB I
PERENCANAAN KINERJA

A. VISI

Peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparatur Pengawasan Intern
Kementerian Pertanian telah melakukan perubahan paradigma dari watch
dog menuju paradigma baru sebagai consulting partner yaitu menjadi
lembaga yang mampu memberikan jalan keluar dalam rangka membantu
kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pemerintah dalam pelaksanaan
pembangunan pertanian. Peran dan posisi Inspektorat Jenderal saat ini
sejalan dengan peran dan posisi dalam visinya yaitu :

“Menjadi Pengawas Intern Mitra Pro-aktif Pengelola Program Pertanian
dalam rangka Mewujudkan Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan
Petani”

Kata kunci terpenting dalam peran Inspektorat Jenderal tersebut adalah
sebagai pengawas internal pemerintah yang secara aktif menjadi mitra bagi
satuan kerja dalam mengawal perwujudan Kedaulatan Pangan dan
Kesejateraan Petani. Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani
merupakan tujuan utama dari seluruh upaya pengawasan yang dilakukan
Inspektorat Jenderal. Dengan jati diri yang tetap bertumpu pada visi tersebut,
Inspektorat Jenderal menjadikan visi tersebut sebagai acuan dalam
melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan intern pemerintah.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian = Tahun 20
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Dalam visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut:

Uraian

Definisi

Pengawas Intern

Aparat pengawas intern adalah aparat yang
bertugas secara independen untuk memberikan
jaminan keyakinan yang memadai serta konsultasi
yang dirancang untuk memberikan suatu nilai
tambah serta meningkatkan kegiatan operasi
organiasi melalui  kegiatan dengan cara
memberikan suatu pendekatan disiplin yang
sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan
efektivitas manajemen risiko, pengendalian proses
dan proses pengaturan dan pengelolaan organisasi.

Mitra

Pertemanan atau persahabatan auditor dengan
auditi dalam pelaksanaan tugas pengawasan dalam
konotasi positif guna menciptakan lingkungan kerja
yang kondusif.

Pro-aktif

Lebih aktif, menjemput bola bukan tunggu bola.
Artinya Aparatur Inspektorat Jenderal dituntut
memiliki sikap proaktif selalu memiliki visi ke depan,
memandang masa depan dengan penuh
optimisme, selalu aktif dan memikirkan apa yang
dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas
kehidupannya. Sikap proaktif cenderung mengarah
pada tindakan (action) yang positif;

Pengelola Program
Pertanian

Seluruh pejabat dan penanggung jawab kegiatan
lingkup Kementerian Pertanian;

Kedaulatan Pangan

Hak negara dan bangsa yang secara mandiri
menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak
atas Pangan bagi rakyat dan yang memberikan hak
bagi masyarakat untuk menentukan sistem Pangan
yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal;

Kesejahteraan
Petani

Petani dan keluarganya hidup layak dari lahan dan
usaha yang digelutinya.

Laporan Kinerja Inspektorat  Jenderal Kementerian Pertanian Tahun
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B. MISI

Terwujudnya visi yang dinyatakan diatas merupakan perwujudan dukungan
Inspektorat Jenderal atas visi Kementerian Pertanian secara keseluruhan.
Untuk mewujudkan visi tersebut, Inspektorat Jenderal menetapkan misi
dengan kesadaran akan perlunya keseimbangan antara pencapaian kinerja
yang berorientasi pada manfaat keberadaan Inspektorat Jenderal bagi mitra
kerja dan kinerja aspek pendukung lainnya. Misi yang ditetapkan dalam
mencapai Visi Inspektorat Jenderal Tahun 2015 - 2019 adalah sebagai
berikut:

1. Misi1

Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas program
pembangunan pertanian dalam rangka kedaulatan pangan. Kegiatan
pengawasan Inspektorat Jenderal diarahkan untuk meningkatkan
akuntabilitas pembangunan pertanian yang difokuskan pada program
strategis swasembada padi, jagung, kedelai, gula, daging, bawang merah,
dan cabai. Jenis-jenis kegiatan pengawasan intern terdiri dari, audit kinerja,
pengawalan (konsultasi dan asistensi), pengawasan dengan tujuan tertentu
(audit investigasi dan non investigasi), reviu, evaluasi kinerja berbasis hasil
dan kegiatan pengawasan lainnya. Jenis-jenis dan tujuan pengawasan
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian diarahkan pada peningkatan
akuntabilitas pembangunan pertanian dalam rangka medukung pencapaian
kedaulatan pangan.

2. Misi2

Mewujudkan penerapan Sistem Pengendalian Intern lingkup Kementerian
Pertanian secara efektif. Inspektorat Jenderal selaku APIP di Kementerian
Pertanian berupaya untuk meningkatkan maturitas penyelenggaraan SPIP di
lingkungan Kementerian Pertanian melalui beberapa kegiatan, seperti
assessment terhadap kondisi SPIP pada unit kerja lingkup Kementerian
Pertanian, pembinaan dan apresiasi.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun
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3. Misi3

Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal. Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, mengamanatkan perwujudan peran
Aparat Pengawas Intern Pemerintan (APIP) yang efektif yaitu: (1)
memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (2) memberikan
peringatan dini (early warning system) dan meningkatkan efektivitas
penanganan manajemen risiko (enterprise risk management) dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah, (3) memelihara dan
meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi
Pemerintah. Efektivitas peran tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas
yang memadai. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menegah Nasional
(RPJMN) 2015-2019 diharapkan APIP memiliki kapabilitas di level 3.

C. TUJUAN

Inspektorat Jenderal pada periode tahun 2015 — 2019 menetapkan Program
Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
dengan sasaran strategis program berupa meningkatnya pelaksanaan
pengawasan intern terhadap pelaksanaan program/kegiatan secara efektif
dan efisien, serta upaya pencegahan korupsi di lingkungan Kementerian

Pertanian.

Berdasarkan serangkaian misi yang diemban, Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian menetapkan tujuan kegiatan pengawasan, yaitu:

1. Meningkatkan akuntabilitas program pembangunan pertanian dalam
rangka kedaulatan pangan;

2. Meningkatkan kematangan (maturitas) penerapan SPIP  di
lingkungan Kementerian Pertanian;

3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern Inspektorat Jenderal.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun
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D. PROGRAM KEGIATAN PENGAWASAN

Inspektorat Jenderal melaksanakan Program Pengawasan dan Peningkatan
Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian. Dalam rangka efektivitas
pelaksanaan program, maka ditetapkan 3 (tiga) strategi pengawasan, yaitu:

i

Meningkatkan fokus pengawasan pada program peningkatan
kedaulatan pangan.

Meningkatkan tingkat kematangan (maturitas) penyelenggaraan SPIP
pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.
Melaksanakan audit, pengawalan (asistensi dan konsultansi), reviu dan
evaluasi berbasis capaian kinerja (Results-Based Monitoring and
Evaluation System).

Kebijakan operasional kegiatan pengawasan intern Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian Tahun 2015 — 2019 diarahkan pada 8 (delapan)

kegiatan strategis untuk mendukung swasembada pangan (padi, jagung,
kedelai, daging, gula, bawang merah, cabai dan kakao) melalui peningkatan
pengawasan pada satuan kerja yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kegiatan Eselon Il lingkup Inspektorat Jenderal

1. Audit Kinerja lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.

_— 2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan
© BPPSDMP.

K= 3. Evaluasi SAKIP lingkup Setjen, Ditjen. Hortikultura dan BPPSDMP.
ﬁ 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Setjen, Ditjen.
= Hortikultura dan BPPSDMP.

g 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Setjen, Ditien. Hortikultura dan
== BPPSDMP.

=i 1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.

S 2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan
= Ditjen. PSP.

= 3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen. PSP.

= 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Tanaman
= Pangan dan Ditien. PSP.

5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Tanaman Pangan dan Ditjen.
PSP.

. 1. Audit Kinerja lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian dan
= BKP.

‘E; 2. P_engawalan Kegiatan Strategis lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan
‘-6 Litbang Pertanian dan BKP.

= 3. Evaluasi SAKIP lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang Pertanian
[aF] dan BKP.

% 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Ditjen. Perkebunan,

I__: Badan Litbang Pertanian dan BKP.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun
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5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Ditjen. Perkebunan, Badan Litbang
Pertanian dan BKP.

1. Audit Kinerja lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan Keswan.
= 2. Pengawalan Kegiatan Strategis lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen.
< Peternakan dan Keswan.

= 3. Evaluasi SAKIP lingkup Itien, Barantan dan Ditjen. Peternakan dan
i Keswan.
= 4. Reviu RKA-KL dan Reviu Laporan Keuangan lingkup Itjen, Barantan dan
] Ditjen. Peternakan dan Keswan.
e 5. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Itjen, Barantan dan Ditjen.
Peternakan dan Keswan.
inspektorat | |- Audit Dengan Tujuan Tertentu.
Investigasi | 2. Pengawasan Intern Lainnya lingkup Investigasi.
sekretariast | Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Inspektorat

Jenderal Kementerian Pertanian.

E. INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM PENGAWASAN

Untuk keperluan pengukuran pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan, serta dalam

upaya meningkatkan kinerja pengawasan, maka Inspektorat Jenderal

menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

Laporan
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Tabel 2. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian

Menjadi
Pengawas
Intern Mitra
Proaktif
Pengelola
Program
Pertanian
dalam rangka
Mewujudkan
Kedaulatan
Pangan dan
Kesejahteraan
Petani

Misi

Melaksanakan
| pengawasan
‘ intern
terhadap
akuntabilitas
program

pembangunan |

pertanian
dalam rangka
kedaulatan
pangan

Terwujudnya
reformasi
birokrasi di
lingkungan
Kementan
sesuai
kewenangan
Inspektorat
Jenderal

Meningkatnya
kualitas
pelaksanaan
tindak lanjut
hasil audit
BPK

Terwujudnya

akuntabilitas

kinerja instansi

| pemerintah di
lingkungan
Inspektorat

| Jenderal

Indikator Kinerja Unit Penanggung
Jawab
Peningkatan nilai Reformasi ' Inspektorat Jenderal
Birokrasi Kementerian Pertanian '

sesuai kewenangan Inspektorat

' Jenderal (20,4%)

' Rasio rekomendasi Menpan RB yang = Inspektorat Jenderal

dilaksanakan unit eselon | (tahun
berjalan) terhadap total rekomendasi

' Menpan RB atas pelaksanaan

reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Pertanian

Rasio rekomendasi Inspektorat | Inspektorat I, I, Ill, IV

| Jenderal yang dimanfaatkan unit
| eselon | (tahun berjalan) terhadap
| total rekomendasi yang diberikan

| Kementerian Pertanian

‘Rasio temuan BPK yéhg tidak

Inspektorat Jenderal di lingkungan
Inspektorat |, 11, Ill, IV

berulang (tahun berjalan) terhadap

total temuan BPK pada tahun

sebelumnya atas laporan keuangan

Kementerian Pertanian

Nilai AKIP Itien Pertanian | Sekretariat Itjen
' berdasarkan penilaian Inspektorat IV

Kementerian Pertanian |

Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan PMK  Sekretariat Itien
249 tahun 2011)
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Kegiatan Pengawasan

Reformasi Birokrasi

' Evaluasi SAKIP

Audit Ktner]a
' Reviu RKAKL

' Reviu LK

Audit Investigasi dan

; Tujuan Tertentu

" Dukungan Manajemen

Layanan Audit Internal

Eselon |

Eselon |

- Dukungan Manajemen |



, - Mewujudkan | Meningkatnya @ Peningkatan nilai maturitas Inspektorat Investigasi | Pembinaan/Penilaian |
penerapan . maturitas penyelenggaraan SPIP (asessment) Maturitas
' Sistem ' penerapan SPIP |
' Pengendalian | SPIP di Pembinaan/penilaian |
Intern lingkup | Kementerian mandiri (self |
Kementerian | Pertanian asessment)
- Pertanian | pembangunan Z| I
secara efektif | itk B G I LU T e 7_”%‘7 | WBKMWBBM f
| ' Meningkatkan | Meningkatnya = Peningkatan Internal Audit-Capability = Sekretariat Itien Dukungan Manajemen
\ ~ kapabilitas | kapabilitas Model (IA-CM) level Kementerian | Eselon |
pengawasan | Inspektorat Pertanian berdasarkan penilaian ‘
| intern ' Jendral BPKP | |
‘ Inspektorat | Kementerian |
' Jenderal. | Pertanian | B

Sumber : Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-2019

Laporan Kinerja !nspekroratjénderal Kementerian Pertanian Tahun 2018




F. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja adalah dokumen vyang berfungsi sebagai acuan
pelaksanaan kegiatan dan pendorong peningkatan kinerja Inspektorat
Jenderal. Perjanjian Kinerja merupakan performance agreement antara
Inspektur Jenderal dengan Menteri Pertanian. Untuk komitmen pencapaian,
maka target kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 dituangkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, sebagaimana dicantumkan
pada Tabel 3.

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target

1 Terwujudnya Peningkatan nilai Reformasi Nilai 16,52
reformasi Birokrasi Kementerian
birokrasi di Pertanian sesuai kewenangan
lingkungan Inspektorat Jenderal (20,4%)
E:\Ln;]natig::sual Rasio reko_mendasi Menpgn % 100
Inspektorat RB yang dllaksanagan unit
\endorel eselon | (tahun berjalan)
terhadap total rekomendasi
Menpan RB atas pelaksanaan
reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian
Pertanian
Rasio rekomendasi Inspektorat % 80
Jenderal yang dimanfaatkan
unit eselon | (tahun berjalan)
terhadap total rekomendasi
yang diberikan Inspektorat
Jenderal di lingkungan
Kementerian Pertanian
2 Meningkatnya Rasio temuan BPK yang tidak % 80
kualitas berulang (tahun berjalan)
pelaksanaan terhadap total temuan BPK
tindak lanjut hasil pada tahun sebelumnya atas
audit BPK laporan keuangan
Kementerian Pertanian

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
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Tabel 3. Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 (lanjutan

No Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target
3  Meningkatnya Peningkatan nilai maturitas Nilai 3
maturitas penyelenggaraan SPIP
penerapan SPIP
di Kementerian
Pertanian
4  Meningkatnya Peningkatan Internal Audit- Nilai 3
kapabilitas Capability Model (IA-CM) level
Inspektorat Kementerian Pertanian
Jendral berdasarkan penilaian BPKP
Kementerian
Pertanian
5 Terwujudnya Nilai AKIP Itjen Pertanian Nilai 84
akuntabilitas berdasarkan penilaian
kinerja instansi Inspektorat IV Kementerian
pemerintah di Pertanian
’Ig‘g":ﬁg‘j‘; Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan Nilai 96
j PMK 249 tahun 2011)
Jenderal

Sumber : Penetapan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementan, 2018
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BAB Il
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2018

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 diukur dengan
menggunakan metode scoring, yang mengelompokkan capaian ke dalam 4
(empat) kategori yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil
(capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang
berhasil (capaian <60%) terhadap target yang telah ditetapkan. Evaluasi
kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi terhadap target tahun
berjalan, terhadap realisasi tahun sebelumnya, dan terhadap target tahun
2019 sebagai tahun terakhir Rencana Strategis Inspektorat Jenderal 2015-
2019. Evaluasi kinerja juga mencari akar permasalahan terhadap indikator
yang belum mencapai target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diperoleh
solusi bagi perbaikan ke depan. Pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal
tahun 2018 disajikan pada tabel 4.

Tabel 4. Capaian Indikator Inspektorat Jenderal Tahun 2018

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Terwujudnya  peningkatan nilai reformasi

reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian Nilai  16.52 17 31 104 78
birokrasi di  gesyaj kewenangan Inspektorat ' ' '
lingkungan  jenderal (20,4%)

Keme’.“a” Rasio rekomendasi Menpan RB
SOSUL) yang dilaksanakan unit eselon |
kewenangan

(tahun berjalan) terhadap total

Inspektorat ok omendasi Menpan RB atas % 100 100 100
Jenderal pelaksanaan reformasi birokrasi

di lingkungan Kementerian

Pertanian

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun
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Tabel 4. Capaian Program (Outcome) (lanjutan)

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian

Rasio rekomendasi Inspektorat % 80 80,76 100,95
Jenderal yang dimanfaatkan
unit eselon | (tahun berjalan)
terhadap total rekomendasi
yang diberikan Inspektorat
Jenderal di lingkungan
Kementerian Pertanian
Meningkatnya Rasio temuan BPK yang tidak % 80 94,29 117,86
kualitas berulang (tahun berjalan)
pelaksanaan  terhadap total temuan BPK
tindak lanjut pada tahun sebelumnya atas

hasil audit laporan keuangan Kementerian

BPK Pertanian

Meningkatnya Peningkatan nilai maturitas Nilai 3 3,037 101,23
maturitas penyelenggaraan SPIP

penerapan

SPIP di

Kementerian

Pertanian

Meningkatnya Peningkatan Internal Audit- Nilai 3 3 100
kapabilitas Capability Model (IA-CM) level

Inspektorat Kementerian Pertanian

Jendral berdasarkan penilaian BPKP

Kementerian

Pertanian

Terwujudnya Nilai AKIP Itjen Pertanian Nilai 84 84,63 100,75
akuntabilitas berdasarkan penilaian

kinerja Inspektorat IV Kementerian

instansi Pertanian

pemerintah di  Nilai Kinerja (NK) (berdasarkan  Nilai 96 80,85 84,21
lingkungan PMK 249 tahun 2011)

Inspektorat

Jenderal

sumber: Hasil pengukuran PK

Keterangan:

berkategori sangat berhasil (capaian >100%)
berkategori berhasil (capaian 80 — 100%)
berkategori cukup berhasil (capaian 60 — 79%)
berkategori kurang berhasil (capaian <60%)

aocoo

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, pencapaian kinerja Inspektorat
Jenderal dapat dikatakan sangat berhasil, dengan rata-rata capaian indikator
sebesar 101,22. Dari 5 (lima) sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator
kinerja, tercatat 5 (lima) indikator sangat berhasil, dan 3 (tiga) indikator

berhasil,.
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Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) nilai reformasi birokrasi
Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal (capaian
104,78%) (2) rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang dimanfaatkan
oleh unit Eselon | (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang diberikan
Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian (100,95), (3) rasio
temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan) terhadap total temuan BPK
pada tahun sebelumnya atas laporan keuangan Kementerian Pertanian
(117,86%), (4) peningkatan nilai maturitas penyelenggaraan SPIP
(101,23%), dan (5) nilai AKIP Itjen pertanian berdasarkan penilaian
Inspektorat IV Kementerian Pertanian (100,75%).

Indikator kinerja yang berhasil yaitu: (1) rasio rekomendasi Kemen PAN&RB
yang dilaksanakan unit Eselon | (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi
Kemen PAN&RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan
Kementerian Pertanian (100%), (2) Peningkatan Internal Audit-Capability
Model (IACM) level Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP
(100%), dan (3) nilai kinerja berdasarkan PMK 249/2011 (84,21%).

Berikut adalah penjelasan lebih lengkap terkait pencapaian masing-masing
indikator kinerja.
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SASARAN STRATEGIS 1

TERWUJUDNYA REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN SESUAI KEWENANGAN

INSPEKTORAT JENDERAL
Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Terwujudnya Peningkatan nilai Nilai 16,52 17,31 104,78
reformasi Reformasi
birokrasi di Birokrasi
lingkungan Kementerian
Kementan sesuai  Pertanian sesuai
kewenangan kewenangan
Inspektorat Inspektorat
Jenderal Jenderal (20,4%)
Rasio rekomendasi % 100 100 100

Menpan RB yang
dilaksanakan unit
eselon | (tahun
berjalan) terhadap
total rekomendasi
Menpan RB atas
pelaksanaan
reformasi birokrasi
di lingkungan
Kementerian
Pertanian

Rasio rekomendasi % 80 80,76 100,95
Inspektorat
Jenderal yang
dimanfaatkan unit
eselon | (tahun
berjalan) terhadap
total rekomendasi
yang diberikan
Inspektorat
Jenderal di
lingkungan
Kementerian
Pertanian

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian  Tahun
20




IK.1.1
Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal

KEMENTERIAN PERTANIAN, R!

B
@ REFORMASI BIROKRASI

Bersih dan MWlelayans

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata
kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku
korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel,
serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku

aparatur negara.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan
pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi),

ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur.

Ada beberapa permasalahan utama birokrasi yang menjadi sasaran utama
dalam perbaikan pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu: 1) Organisasi,
2) Peraturan perundang-undangan, 3) SDM Aparatur, 4) Kewenangan,
5) Pelayanan publik, 6) Pola pikir (mind-set), 7) budaya kerja (culture-set).

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi, maka ditetapkan 8 (delapan) area perubahan, yaitu: (1)
organisasi, (2) tatalaksana, (3) sumber daya manusia aparatur, (4) peraturan
perundang-undangan, (5) pengawasan, (6) akuntabilitas, (7) pelayanan
publik, dan (8) budaya kerja
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Dari 8 (delapan) area perubahan tersebut, Inspektorat Jenderal sesuai
dengan tugas dang fungsinya ditetapkan menjadi penanggung jawab pada
area perubahan pengawasan. Oleh karena itu, Inspektorat Jenderal
kemudian juga menetapkan Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian
sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal sebagai salah satu indikator
kinerja. Penanggungjawab pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian
Pertanian dibagi dua, yaitu Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal.
Sesuai kewenangannya, Sekretariat Jenderal memperoleh bobot
tanggungjawab sebesar 79,6% dan Inspektorat Jenderal mendapat bobot
tanggungjawab sebesar 20,4%.

Untuk mengukur kinerja nilai reformasi birokrasi yang menjadi kewenangan
Inspektorat Jenderal, digunakan rumus yaitu:

Nilai Persepsi Korupsi+Nilai Penguatan Pengawasan Internal+(Nilai Aspek
Evaluasi Internal SAKIPx14%)

Data yang dibutuhkan untuk mengukur indikator Nilai Reformasi Birokrasi
sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal adalah: (1) hasil penilaian
pelaksanaan reformasi birokrasi untuk mendapatkan nilai persepsi korupsi
dan nilai penguatan pengawasan, serta (2) hasil penilaian pengelolaan
akuntabilitas Kementerian Pertanian yang diterbitkan oleh Kemen PAN&RB
setiap tahun untuk memperoleh nilai evaluasi internal.

Setiap tahun Kementerian PAN&RB melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan reformasi birokrasi dan pengelolaan akuntabilitas pada setiap
Kementerian/Lembaga, dan hasilnya dituangkan dalam lampiran Surat
Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi tentang hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dan hasil
pengelolaan akuntabilitas di lingkungan Kementerian/Lembaga.

Tabel 5 menyajikan nilai survei eksternal persepsi korupsi, nilai penguatan
pengawasan internal, dan nilai evaluasi internal tahun 2015-2018. Nilai
survei eksternal persepsi korupsi dan nilai penguatan pengawasan internal
tahun 2015-2018 diperoleh dari hasil penilaian pelaksanaan reformasi
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birokrasi yang diterbitkan oleh Kemen PAN&RB. Nilai evaluasi internal tahun
2015-2017 didapatkan dari hasil penilaian pengelolaan akuntabilitas di
Kementerian Pertanian tahun 2015-2017, sementara tahun 2018 belum
dapat diisi karena belum diterbitkan oleh Kementerian PAN&RB.

Tabel 5. Nilai survei eksternal persepsi korupsi, penguatan pengawasan
internal dan evaluasi internal Kementerian Pertanian 2015-2018

Komponen Nilai Realisasi Capaian

Penilaian | 5015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2015 2016 | 2017 | 2018 | 2017 | 2018

Survei
Eksternal
Persepsi
Korupsi

524 | 517 5,46 6,28

Penguatan 14,60 | 17,01 | 17,42 | 17,31 | 104,43 | 103,78
Pengawasan | 8,43 | 10,07 | 10,02 | 10,04
Internal

Evaluasi

intisrsal 6,67 | 6,78 7,08 7,10

Sumber: Kementerian PAN dan RB, 2015-2018

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Tabel 5 memperlihatkan bahwa realisasi nilai reformasi birokrasi
Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal tahun 2018
sebesar 17,31 atau 103,78% dari target yang ditetapkan yaitu 16,52.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Realisasi indikator nilai reformasi birokrasi Kementerian Pertanian yang
menjadi kewenangan Inspektorat Jenderal tahun 2018 sebesar 17,31
memperlihatkan sedikit penurunan dibandingkan realiasi tahun 2017 sebesar
17,42,

Perbandingan dengan Realisasi 3 Tahun Terakhir

Tabel 4 memperlihatkan bahwa selama kurun waktu 2015-2017 realisasi nilai
indikator Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai kewenangan
Inspektorat Jenderal menunjukkan tren meningkat. Nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal Tahun
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2016 meningkat 1,37% dibandingkan dengan nilai tahun 2015, sedangkan
nilai tahun 2017 meningkat 0,41% apabila dibandingkan dengan nilai tahun
2016. Sementara itu, nilai tahun 2018 menurun sedikit -0,11 apabila
dibandingkan dengan nilai tahun 2017.

Realisasi nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai Indeks Persepsi Korupsi
(Survei Eksternal IPK), nilai penguatan pengawasan internal, dan nilai AKIP
di mitra kerja telah meningkat sesuai dengan pola pembinaan yang telah
diterapkan Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian melalui Gerakan
Reformasi Birokrasi.

Perbandingan dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Tabel 6 menyajikan target dan realisasi nilai Reformasi Birokrasi
Kementerian Pertanian sesuai kewenangan Inspektorat Jenderal periode
2015-2019. Realisasi indikator di tahun 2018 sebesar 17,31 telah mencapai
103,78% dari target tahun 2019 sebesar 16,68%.

Tabel 6. Target dan Realisasi Nilai Reformasi Birokrasi Kementan sesuai
Kewenangan Inspektorat Jenderal periode 2015-2019

- Tahun  Target Realisasi (%)  Capaian Terhadap
(%) Tahun Akhir

R — ——— . Renstra(%)
1 2 3 4 = (3/16,68*100)

2015 1508 1584 9376

R R e T

- 2017 16,35 ' 1742 - 104,44

B NN R R

2019 1888 *

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator
Peningkatan nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian sesuai
kewenangan Inspektorat Jenderal didukung oleh komitmen pimpinan dalam
mengawal proses Reformasi Birokrasi di Kementerian Pertanian.
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Tahun 2018, Inspektorat Jenderal dalam perannya sebagai APIP mendorong
seluruh unit eselon | lingkup Kementerian Pertanian untuk mewujudkan
akuntabilitas pelaksanaan program dan layanan Kementerian Pertanian
melalui pendampingan penyusunan Laporan Keuangan ke seluruh satker
untuk memastikan pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan
Kementerian Pertanian. Inspektorat Jenderal juga melaksanakan
pendampingan dalam penyelesaian tindak lanjut BPK RI terhadap temuan
aset yang diserahkan kepada petani.

Upaya peningkatan indeks persepsi korupsi di lingkungan Kementerian
Pertanian diwujudkan melalui program Wilayah Bebas dari Korupsi melalui
pembinaan dan penilaian WBK terhadap seluruh satker lingkup Kementerian
Pertanian. Sebagai wujud keberhasilan pembinaan tersebut, Kementerian
Pertanian berhasil meraih penghargaan zona integritas menuju Wilayah
Bebas dari Korupsi (WBK) di 3 Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu: Balai
Besar Veteriner Denpasar, Balai Besar Karantina Pertanian, Makassar, Balai
Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan, Surabaya serta Balai
Besar Inseminasi Buatan, Singosari sebagai penerima penghargaan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) tahun 2018.

Inspektorat Jenderal juga melakukan evaluasi pelaksanaan akuntabilitas di
sebelas Eselon | lingkup Kementerian Pertanian setiap tahunnya. Terdapat
lima komponen atau aspek penilaian kinerja, yaitu: Perencanaan Kinerja,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja, dan Capaian
Kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa
semua Eselon | melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban
akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangannya
secara benar dan memadai. Nilai evaluasi akuntabilitas di seluruh Eselon |
menjadi pendukung bagi pelaksanaan dan penilaian evaluasi pengelolaan
akuntabilitas Kementerian Pertanian yang dilakukan oleh Kementerian
PAN&RB setiap tahun.
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Rasio Rekomendasi Kemen PAN&RB Yang Dilaksanakan Unit
Eselon | (Tahun Berjalan) Terhadap Total Rekomendasi Kemen
PAN&RB Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan
Kementerian Pertanian

/ \ Reformasi  birokrasi merupakan upaya
S pembaharuan dan perubahan mendasar
oivm terhadap sistem penyelenggaraan

, \ pemerintahan menyangkut aspek
e kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan,
memiliki i

pelayanan ".&.'“.'3:‘3."‘ dan SDM aparatur. Reformasi Birokrasi
publik efisien

\""‘“‘“"‘- / dilaksanakan dalam rangka mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance).
Rekomendasi Kementerian PAN&RB yang dimaksudkan pada indikator
diatas adalah rekomendasi tindak lanjut yang diberikan oleh Menteri
PAN&RB berdasarkan temuan yang diperoleh pada saat melakukan evaluasi
pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian setiap tahunnya.
Jumlah rekomendasi yang telah diberikan Kemen PAN&RB pada tahun
berjalan kemudian dibandingkan dengan jumlah seluruh rekomendasi Kemen
PAN&RB pada tahun sebelumnya. Semakin tinggi perolehan nilai rasio
tindaklanjut atas rekomendasi memperlihatkan bahwa organisasi terus
melakukan upaya perbaikan menuju pengelolaan reformasi birokrasi yang
semakin lebih baik.

Rumus perhitungan rasio tindaklanjut atas rekomendasi adalah:

(Rekomendas! Kemen PANRRB yang dilaksanakan unit eselon I pada tahun berjalan (2018)
Total rekom KemenPAN&RB atas pelaksanaan RB Kementan tahun sebelumnya (2017)

) x 100%
Tabel 7. menyajikan rekomendasi yang disampaikan oleh Kemen PAN&RB
sebagai hasil penilaian di tahun 2017 dan tindaklanjut rekomendasi yang

telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian di tahun 2018 berkaitan
dengan pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian.
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Tabel 7. Rekapitulasi

Rekomendasi

dan Tindak Lanjut Rekomendasi

Kemen PAN&RB Tahun 2018

intensif melakukan
pelaksanaan RB ke

secara

1. Agar
internalisasi
seluruh unit kerja sampai ke individu

agar pelaksanaannya memperoleh
dukungan dari semua pihak di dalam
organisasi Kementerian sehingga
dapat diwujudkan sasaran RB di

_ Kementan; sl
Melakukan reviu terhadap organisasi
Kementerian yang ada saat ini untuk
menyelaraskan dengan kinerja yang
akan diwujudkan sebagaimana
tertuang dalam renstra;

2

3. Memanfaatkan peta proses bisnis

4. Menerapkan

yang ada wuntuk meningkatkan
koordinasi dan sinergi antar unit kerja
sehingga dapat diwujudkan organisasi
yang efektif dan efisien dalam
mewujudkan kinerja Kementerian
_ dengan lebih baik;
manajemen
individu dan memanfaatkan hasilnya
untuk pengelolaan kompetensi,
pembinaan karier pegawai serta untuk
pemberian reward dan punishment
dalam mendukung terlaksananya
manajemen SDM yang berbasis merit
guna meningkatkan profesionalitas

__ASN,
5 Agar meningkatkan kualitas
pengelolaan manajemen  Kinerja
organisasi dengan memperbaiki
indikator keberhasilan dan
menurunkannya ke setiap level
jabatan secara berjenjang dan

menyelaraskannya dengan program
dan kegiatan untuk mendukung

pencapaian sasaran strategis
Kementerian dengan lebih efektif dan
efisien.

Sumber: Biro Organisasi dan Kepegawaian, Sekretariat Jenderal, 2018

kinerja

Telah dilaksanakan internalisasi RB di |
seluruh unit kerja ke seluruh pegawai |
melalui  pertemuan internal, buletin,
peraturan, web RB. '

Reviu organisasi Kementan telah dilakukan |

sampai tahap evaluasi organisasi melalui
proses analisis jabatan dan analisis beban
kerja.

Telah disusun peta proses bisnis dan
penguatan SOP makro dan SOP mikro
sampai level unit kerja terendah.

Telah disusun manajemen kinerja individu. 1

Sistem penilaian tunjangan  kinerja
berdasarkan  kinerja  individu  akan
dilaksanakan mulai bulan Aprii 2019.

Mengacu Permentan No 12 tahun 2019
tentang Penilaian Kinerja Pegawai lingkup
Kementan.

Telah dilakukan penyusunan SKP masing- |
masing pegawai mengacu Permentan No
12 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja
Pegawai lingkup Kementan. SKP disusun |
secara berjenjang berdasarkan target
kinerja organisasi di atasnya.

Secara ringkas, rekomendasi yang disampaikan oleh Kemen PAN&RB yaitu:
(1) internalisasi pelaksanaan RB sampai ke individu di seluruh unit kerja, (2)
melakukan reviu organisasi, (3) pemanfaatan peta proses bisnis, (4)

mengembangkan manajemen kinerja, dan (5) menurunkan indikator

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun
27




keberhasilan ke setiap level jabatan secara berjenjang untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis.

Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut
dengan: (1) melaksanakan internalisasi RB di seluruh unit kerja ke seluruh
pegawai melalui pertemuan internal, buletin, peraturan, web RB, (2)
melakukan reviu organisasi Kementan sampai tahap evaluasi organisasi
melalui proses analisis jabatan dan analisis beban kerja, (3) menyusun peta
proses bisnis dan penguatan SOP makro dan SOP mikro sampai level unit
kerja terendah, (4) menyusun sistem penilaian tunjangan kinerja berdasarkan
kinerja individu. Sistem ini akan diberlakukan mulai bulan April 2019, dan (5)
menyusun SKP masing-masing pegawai secara berjenjang berdasarkan

target kinerja organisasi di atasnya.
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Pada tahun 2017, Kemen PAN&RB menyampaikan rekomendasi sebanyak 5
rekomendasi. Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti seluruh
rekomendasi tersebut, sehingga realisasi indikator rasio rekomendasi Kemen
PAN&RB yang dilaksanakan unit eselon | (tahun berjalan) terhadap total
rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan reformasi birokrasi di
lingkungan Kementerian Pertanian sebesar 100% atau sama dengan target
sebesar 100%. Karena realisasi dan target memiliki nilai yang sama, maka

capaian sebesar 100%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Indikator kinerja rasio rekomendasi Kemen PAN&RB yang dilaksanakan unit
eselon | (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas
pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian
merupakan indikator kinerja yang baru, sehingga tidak dibandingkan dengan

realisasi capaian tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya.
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Perbandingan dengan target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Dibandingkan dengan target tahun 2019 sebesar 100%, maka nilai rasio
rekomendasi Kemen PAN&RB yang dilaksanakan unit eselon | (tahun
berjalan) terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian tahun 2018 telah
mencapai 100%, atau mencapai target. (Tabel 8).

Tabel 8. Capaian Indikator Rasio Rekomendasi Kemen PAN&RB yang
dilaksanakan Unit Eselon | (tahun berjalan) terhadap Total
Rekomendasi Kemen PAN&RB atas Pelaksanaan Reformasi
Birokrasl Di lingkungan Kementerian Pertanian Dibandingkan
dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

Tahun Target (%) Realisasi (%) Capaian Terhadap Akhir
Renstra (%)

S R 1 e T ST T e T T Y
2015 100 - -
PRS- R T R S A L e T

2017 0 - =

2018 100 100 uy T 00
2019 100

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Rasio
rekomendasi Kemen PAN&RB yang dilaksanakan unit eselon | (tahun
berjalan) terhadap total rekomendasi Kemen PAN&RB atas pelaksanaan
reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pertanian didukung oleh
kegiatan pengawalan Inspektorat Jenderal dalam penilaian mandiri
pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pertanian tahun 2018.
Selain itu, juga dilaksanakan Gerakan SAKIP Inspektorat Jenderal yang
diwujudkan dalam bentuk WORKSHOP SAKIP Tahun 2018 sebagai upaya
peningkatan akuntabilitas program dan layanan Kementerian Pertanian.
Kesepakatan yang dihasilkan antara lain 6 rencana aksi yang diformalkan
dalam bentuk “Komitmen Bersama Sukses SAKIP Kementerian Pertanian”
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Rasio Rekomendasi Inspektorat Jenderal Yang Dimanfaatkan
Unit Eselon | Terhadap Total Rekomendasi Yang Diberikan
Inspektorat Jenderal Di Lingkungan Kementerian Pertanian

Inspektorat Jenderal adalah Aparatur Pengawasan Intern Kementerian
Pertanian yang memiliki tugas untuk menjadi mitra aktif bagi satuan kerja
dalam mengawal perwujudan Kedaulatan Pangan dan Kesejateraan Petani.
Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Inspektorat Jenderal melaksanakan
kegiatan Audit Kinerja, Audit Pengadaan Barang dan Jasa, Audit Ketaatan,
Pengawalan SPIP, Reviu Laporan Keuangan, Reviu RKAKL, dan Evaluasi
SAKIP.

Untuk menghitung rasio rekomendasi Inspektorat Jenderal yang
dimanfaatkan Unit Eselon | (tahun berjalan) terhadap total rekomendasi yang
diberikan Inspektorat Jenderal di lingkungan Kementerian Pertanian

digunakan rumus:

( Jmlrekomendasi Itjen dimanfaatkan EsI (n — 1+ n)

e ) x 100%
Total rekomendasi Itjentan pada tahun sebelumnya (n — 1)

Tabel 9 menyajikan jumlah rekomendasi yang dihasilkan dari kegiatan
pengawasan oleh Inspektorat Jenderal dan jumlah tindak lanjut atas
rekomendasi yang dilakukan oleh unit kerja mitra pada periode 2015 — 2018.
Rekomendasi yang diperhitungkan dalam pengukuran kinerja di tahun 2018
adalah jumlah rekomendasi yang diterbitkan di tahun 2017 dan jumlah
tindaklanjut atas rekomendasi tahun 2017 tersebut yang dikerjakan di tahun
2017 sampai dengan akhir tahun 2018.
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Tabel 9. Jumlah Rekomendasi dan Tindak Lanjut Tahun 2015 - 2018

Rekom

I'A.2014

Audit : 55 7143 100 8772 2112 1614

| Kinerja ,

2. Audit 32 20 62,50 53 33 6226 3 2 6667 436 309 67,76
Investigasi f
dan Tujuan

= o ckertant L 0T e e i e

3. Pengawalan 357 211 59,10 I8 130 6989 213 187 8779 70 64 9143 |
SPIP

4. Evaluasi 53 38 7170 21 13 61,90 27 23 85,19 1835 1632 8845 |

| SAKIP e :

5. Reviu 79 46 5823 45 32 71,01 56 53 9464 18 17 9444 |
Laporan
Keuangan
dan Reviu
RKAKL R — ——— _ -

Jumlah Total 661 395 5976 382 263 6885 413 365 8838 4491 3627 80.76

76,42

Sumber: Inspektorat |, 11, Ill, IV dan Investigasi, Inspektorat Jenderal, 2018
ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Tabel 9 memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal menerbitkan 4.491
rekomendasi sebagai hasil kegiatan pengawasan yang dilaksanakan di tahun
2017. Terhadap rekomendasi tersebut, yang telah ditindaklanjuti oleh unit
kerja mitra di tahun 2017 dan 2018 sebanyak 3.627 tindaklanjut atau
80,76%. Realisasi rasio tindaklanjut atas rekomendasi tersebut masuk

kategori sangat berhasil, karena mencapai 100,95% dari target sebesar 80%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Tabel 10 menyajikan target dan realisasi rasio tindaklanjut atas rekomendasi
Inspektorat Jenderal periode 2016-2018. Dibandingkan tahun 2017, realisasi
rasio tindaklanjut atas rekomendasi di tahun 2018 memperlihatkan
penurunan, dari 87,91% di tahun 2017 menjadi 80,76% di tahun 2018.
Selama periode 2016-2018, rasio tindaklanjut atas rekomendasi tersebut
menunjukkan tren fluktuatif, yaitu meningkat dari 80,61% di tahun 2016
menjadi 87,91% di tahun 2017, kemudian menurun menjadi 80,76 di tahun

2018. Namun demikian, capaian rasio tindaklanjut atas rekomendasi di
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ketiga tahun, 2016-2018 telah memenuhi target yang ditetapkan, sehingga
capaian diatas 100%.

Tabel 10. Target dan realisasi rasio tindaklanjut atass rekomendasi
Inspektorat Jenderal, 2015-2019

~ Tahun Target (%)  Realisasi (%)  Capaian Terhadap Akhir

Renstra (%)

L T 3 4 =(3/16,68*100)
205 7000 -
e NI e 1 ORI 1 T el y

2017 70,00 &or 9767
2018 - R - - T
2019 190,00 -

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018

Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Nilai realisasi rasio tindaklanjut atas rekomendasi hasil pengawasan tahun
2018 dibandingkan dengan target di tahun 2019 menunjukkan capaian
89,73%. Selama periode 2016-2018, realisasi rasio tindaklanjut atas
rekomendasi selama 2016-2018 dibandingkan dengan target 2019
memperlihatkan tren fluktuatif, yaitu 89,57% di tahun 2016, meningkat
menjadi 97,67% di tahun 2017, kemudian menurun menjadi 89,73% di tahun
2018.

Faktor Pendukung dan Kendala Pencapaian Target

Pada dasarnya, capaian indikator rasio tindaklanjut atas rekomendasi di
tahun 2018 telah memenuhi target. Hal ini dikarenakan Inspektorat Jenderal
selama tahun 2018 telah melaksanakan kegiatan pemantauan tindak lanjut
hasil pengawasan ke masing-masing unit eselon | lingkup Kementerian
Pertanian secara berkala.

Di sisi lain, capaian indikator selama 2016-2018 memperlihatkan tren
fluktuatif. Hal yang menjadi penyebab dari kinerja tersebut antara lain:

* Proses tindak lanjut hasil pengawasan belum berjalan secara simultan

terhadap kegiatan pengawasan yang dilakukan.
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= Adanya perubahan personel penanggung jawab  kegiatan
(KPA/PPK/Bendahara) di setiap satker menyebabkan proses monitoring
atas tindak lanjut hasil pengawasan terhambat.

Terhadap kendala tersebut, ke depan Inspektorat Jenderal akan
mengoptimalkan peran Auditor dalam mengawal pemantauan tindak lanjut
hasil pengawasan. Untuk mempermudah proses pemantauan tindak lanjut
hasil pengawasan perlu dikembangkan sistem monitoring secara online
yang bisa diakses seluruh satker yang akan menindaklanjuti temuan hasil
pengawasan.

SASARAN STRATEGIS 2

MENINGKATNYA KUALITAS peELAKSANAAN TINDAK LANJUT
HASIL AUDIT BPK

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
Meningkatnya Rasio temuan BPK % 80 94 29 117,86
kualitas yang tidak berulang

pelaksanaan (tahun berjalan)

tindak lanjut terhadap total

hasil audit BPK  temuan BPK pada
tahun sebelumnya
atas laporan
keuangan
Kementerian
Pertanian

Sumber: Bagian DPLHP Inspektorat Jenderal, 2018

Rasio temuan BPK yang tidak berulang (tahun berjalan)
terhadap total temuan BPK pada tahun sebelumnya atas
laporan keuangan Kementerian Pertanian.

_Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal ~Kementerian Pertanian  Tahun

33




BPK memberikan rekomendasi
atas temuan - temuan penge-
lolaan keuangan lembaga dan
memberikan pernyataan opini
tentang tingkat kewajaran
informasi  yang  disajikan

dalam laporan keuangan

o " pemerintah. Kriteria pemberian
opini adalah evaluasi atas efektifitas Sistem Pengendalian
Intern dan penilaian kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-
undangan. SPI dinyatakan efektif apabila mampu memberikan keyakinan
memadai atas tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan entitas,
keandalan pelaporan keuangan, keamanan aset negara, dan kepatuhan
terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Temuan BPK tidak berulang merupakan temuan yang didapat tidak termasuk
ke dalam kategori temuan berulang yang berada pada tahun tersebut dibagi
total temuan BPK di tahun sebelumnya dan dijadikan persen untuk
mengetahui persentase hasil temuan yang murni tidak berulang.

Formula perhitungannya menggunakan rumus sebagai berikut:

(Temuan BPK yang tidak berulang pada tahun berjalan

x 1009
Total temuan BPK pada tahun sebelumnya ) .

Sampai dengan penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun
2018, hasil temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian
tahun 2018 belum terbit, sehingga untuk menghitung indikator kinerja temuan
BPK yang tidak berulang menggunakan data temuan BPK atas hasil Laporan
Keuangan Kementerian Pertanian pada periode tahun 2015-2017.

Data temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Pertanian tahun
2015-2017 ditampilkan pada Tabel 11.
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Tabel 11. Temuan BPK Tahun 2015 - 2017

KodeUnit Uraian Jumlah Temuan Berulang Berulang
2016 2016 2017 < 2015- 2016 -
2016 2017
01 Setjen 11 63 49 4 6
02T HWenr B R e 0
03 TP ' 45 70 73 0 2
04 Hortikultura 13 44 32 1 5
05  Perkebunan 41 59 5 22 0
06  Nak Keswan 20 54 63 0 6
07  PPHP T B 0o 0 0
TR - o e 7 SRR T s
09 Litbang 27 3 79 0 3
40 BPPSBMP T 8 ™ a0 &
1  BKP 3 12 1 0 0
12 Barantan 6 15 28 1 1
Jumlah Total Temuan 202 455 428 12 26

Sumber : Bagian DPLHP, 2018

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Berdasarkan Tabel 11 memperlihatkan bahwa tahun 2016 terdapat temuan
BPK sebanyak 455 temuan dan tahun 2017 sebanyak 428 temuan. Jumlah
temuan berulang yang terjadi di tahun 2017 dibandingkan jumlah temuan
tahun 2016 sebanyak 26 temuan atau 5,71%. Dengan demikian, rasio
temuan BPK yang tidak berulang (di tahun 2017) terhadap total temuan BPK
pada tahun 2016 atas laporan keuangan Kementerian Pertanian sebesar
94,29%. Realisasi tahun 2017 sebesar 94,29% tersebut lebih besar dari
target dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
tahun 2018 sebesar 80%, atau capaian sebesar 117,86% lebih besar dari
target yang ditetapkan.
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Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Tahun 2015 terdapat temuan BPK sebanyak 202 temuan dan tahun 2016
sebanyak 455 temuan. Jumlah temuan berulang yang terjadi pada tahun
2016 dibandingkan jumiah temuan tahun 2015 sebanyak 12 temuan atau
5,94%, artinya rasio temuan BPK yang tidak berulang (2016) terhadap total
temuan BPK pada tahun 2015 atas laporan keuangan Kementerian
Pertanian sebesar 94,06%. Membandingkan dengan tahun 2016, maka
realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 94,29% lebih besar atau meningkat
0,23% dibandingkan realisasi tahun 2016 sebesar 94,06%.

Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Realisasi indikator di tahun 2018 sebesar 94,29% tersebut telah mencapai
104,91 % dari target yang ditetapkan tahun 2019 yaitu sebesar 90%.
Capaian rasio temuan BPK yang tidak berulang tahun 2017-2018
dibandingkan target tahun 2019 disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12. Capaian Indikator rasio temuan BPK yang tidak berulang atas
laporan keuangan Kementerian Pertanian dibandingkan Target
Renstra Inspektorat Jenderal 2015-2019

Tahun Target (%)  Realisasi (%) Capaian Terhadap Tahun

T EE—————N——=—.,. Akhir Renstra (%)
1 2 3 4 = (3/90*100)

20
2016 G T T L o
2017 7000 9406 10451

2018 80,00 9429 104,76

2019 90,00

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018
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Faktor Pendukung Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat
Jenderal dalam
pencapaian target
indikator rasio temuan
BPK yang tidak
berulang (tahun
berjalan) terhadap

, total temuan BPK

pada tahun sebelumnya atas
laporan keuangan Kementerian Pertanian didukung oleh adanya Instruksi
Menteri Pertanian No 02/Inst/KU.310/6/2017 tentang Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Atas Laporan
keuangan Kementerian Pertanian Bagian Anggaran 018 (BA 018) Tahun
2017 dan Keputusan Menteri Pertanian No 401/Kpts/OT.050/7/2017 tentang
Pembentukan Tim Percepatan Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik

Indonesia.

SASARAN STRATEGIS 3

MENINGKATNYA MATURITAS PeENERAPAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
3 Meningkatnya Peningkatan nilai  Nilai 3 3,037 101,23

maturitas maturitas

penerapan penyelenggaraan

SPIP di SPIP

Kementerian

Pertanian
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Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP.

Inspektorat Jenderal selaku institusi
yang memiliki wewenang dalam
melaksanakan tugas dan fungsi
pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Pertanian terus

melakukan upaya-upaya strategis

guna mendorong dan mengawal
program dan kegiatan unit eselon |
agar berjalan dengan baik sesuai yang direncanakan dalam rangka
mewujudkan Indonesia sebagai Lumbung Pangan Dunia.

>

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

PENGHARGAAN
diberikan Lepads
KEMENTERIAN PERTANIAN
atas pencapaian

Maturitas SPIP Level 3
et @ rart e Por smeman § 40T e SR
engacu Peraturss Rupsis BAKP oo § Tatmen 016 beatang Pedoman Pemdpan dan Sirweg Pennghatar Materitan
isaarra. V1 kaevwer. 1918

Deput Repals WPaP
Baang PP Bnting Prresamamose Lam Sarmariloram

Penghargaan Maturitas SPIP Kementan Tahun 2018

Maturitas penyelenggaraan SPlI merupakan ukuran kualitas bagi
Kementerian/Lembaga dalam mengimplementasikan SPI dalam unit
kerja/program/kegiatan. Semakin tinggi level maturitasnya, maka
menunjukan semakin tinggi tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang
telah dilaksanakan instansi tersebut secara terstruktur dan berkelanjutan.
Hasil penilaian maturitas dapat digunakan bagi pimpinan untuk melakukan
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pengembangan strategi pengembangannya terhadap area of improvement

(AOQI) yang harus diperbaiki.

Untuk mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan SPI maka BPKP

melakukan penilaian setiap tahun yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Quality Assurance Atas Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas Penyelenggaraan

SPIP pada Kementerian/Lembaga. Hasil penilaian maturitas SP| Kementerian
Pertanian tahun 2017-2018 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13. Penilaian Maturitas SPI Unit Eselon | Kementerian Pertanian

Tahun 2017 - 2018

UNIT KERJA

NILAI KATEGORI NILAI KATEGORI
' 1. Direktorat Jenderal 2,93 Berkembang 3,074 Terdefinisi
I‘ Prasarana dan Sarana 1
. Pertanian ‘
' 2. Direktorat Jenderal 3 Terdefinisi 3,149  Terdefinisi
i‘ Peternakan dan
s Kesehatan Hewan R LN N
3. Badan Pengembangan 2,93 Berkembang 3,082  Terdefinisi |
| Sumber Daya Manusia |
- Pertanian |
‘4. Direktorat Jenderal - Terdefinisi 3,074  Terdefinisi
1 Hortikultura®
5. Inspektorat Jenderal < Terdefinisi 3,159 Terdefinisi
' 6.  Sekretariat Jenderal 2,93 Berkembang 3,112 Terdefinisi
' 7. Direktorat Jenderal - Terdefinisi 3,112  Terdefinisi |
! ~ Tapaman Pangan* -
' 8.  Direktorat Jenderal - Terdefinisi 3,037 Terdefinisi E
[ Perkebunan® E
9. Badan Ketahanan - Terdefinisi 3,037 Terdefinisi |
‘ Pangan* |
|10. Badan Litbang Pertanian 2,93  Berkembang 3,172  Terdefinisi |
'11. Badan Karantina - Berkembang 3,147 Terdefinisi |
| Pertanian* |
' KEMENTERIAN PERTANIAN 2,95 Berkembang 3,037  Terdefinisi |

Sumber data : Hasil Penilaian BPKP, 2018
*BPKP tidak melakukan penilaian SPIP pada lima Eselon | pada tahun 2016
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ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil penilaian Maturitas Penyelenggaraan  Sistem
Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2018 oleh BPKP,
Kementerian Pertanian berada pada level 3 atau kategori “Terdefinisi”
dengan nilai 3,037. Berdasarkan unit Eselon |, maka tiga unit Eselon |
dengan nilai maturitas SPI tertinggi diperoleh oleh Badan Penelitian dan
Pengembangan Pertanian dengan nilai 3,172, kemudian Inspektorat
Jenderal dengan nilai 3,59, dan Direktorat Jenderal Kesehatan dan
Peternakan dengan nilai 3,149. Hasil penilaian maturitas SPI Unit Eselon |
lingkup Kementerian Pertanian tahun 2018 disajikan pada Tabel 13.

Tabel 13 memperlihatkan bahwa realisasi nilai maturitas SPIP Kementerian
Pertanian tahun 2018 sebesar 3,037 atau 101,23% dari target yang
ditetapkan yaitu level 3.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, maka realisasi nilai maturitas
SPIP tahun 2018 sebesar 3,037 tersebut lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar
2,95 Hal ini menunjukkan telah terjadi peningkatan nilai maturitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) lingkup
Kementerian Pertanian Rl. Pada tingkat unit Eselon |, tingkat maturitas SPI
tahun 2018 juga meningkat dibandingkan tahun 2017, yaitu Sekretariat
Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan Penyuluhan dan Pengembangan
Sumberdaya Manusia Pertanian, Badan Litbang Pertanian, Direktorat
Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Direktorat Jenderal

Prasarana dan Sarana Pertanian.

Pada tahun 2016, penilaian maturitas Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah masih menggunakan pendekatan jumlah unit kerja lingkup
Kementerian Pertanian dengan predikat unit kerja level performing dengan
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capaian sebesar 59,52% dari target yang ditetapkan sebesar 55%. Pada
tahun 2017, dilakukan penyesuaian penilaian penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan Perka BPKP No. 4 Tahun
2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Penilaian Maturitas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah. Hasil validasi yang dilakukan oleh BPKP
atas penyelenggaran maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
tahun 2017, Kementerian Pertanian memperoleh nilai angka 2,95. Tahun
2018, nilai maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Kementerian
Pertanian meningkat menjadi nilai 3,037, sehingga target level 3 dengan
predikat “Terdefinisi” tercapai.

Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Realisasi nilai maturitas SPI tahun 2018 sebesar 3,037 tersebut telah
mencapai 101,23% dari target yang ditetapkan tahun 2019 yaitu sebesar 3
(Tabel 14). Realisasi nilai maturitas SPI tahun 2017 mencapai 98,33 dari
target tahun 2019 sebesar 3. Nilai maturitas SPIP Kementerian Pertanian
tahun 2017-2018 telah mencapai 100% dari target tahun 2019.

Tabel 14. Capaian Indikator Maturitas Penyelenggaraan SPIP Lingkup
Kementerian Pertanian Dibandingkan Target Jangka Menengah

Tahun Target Realisasi % Capaian Terhadap
— L — Renstra
1 2 3 4 (3/3*100)

2015 E— e ——— )

2016 S

2017 3 - 2,95 9833

2018 3 il 3,037 RS 101,23

2019 J

Sumber data : Inspektorat Jenderal, 2018

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator
Peningkatan Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP didukung oleh program
Pengawalan SPIP kepada seluruh mitra kerja dalam melakukan
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implementasi SPIP khususnya dalam hal penilaian risiko terhadap
kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran
Kementerian Pertanian meliputi identifikasi risiko dan analisis risiko”.
Inspektorat Jenderal telah menginisiasi pembuatan Aplikasi E-Pengawalan
yang dapat digunakan dalam memandu satker melakukan implementasi
SPIP pada kegiatan pokok mereka.

SASARAN STRATEGIS 4

MENINGKATNYA KAPABILITAS INSPEKTORAT JENDERAL

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
| 4 Meningkatnya Peningkatan Nilai 3 2 100
kapabilitas Internal Audit-
Inspektorat Capability Model
Jendral (IA-CM) level
Kementerian Kementerian
Pertanian Pertanian
berdasarkan
penilaian BPKP

Peningkatan Internal Audit Capability Model (IACM) level
Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP level
Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian BPKP

Aparat Pengawas Intern
Pemerintah (APIP) dituntut
mampu menjadi katalisator
dalam mewujudkan good
goverrnent dan clean
governance serta mampu
=3 mendeteksi secara dini
\ N _ - berbagai upaya praktik-
' praktik korupsi. Untuk mengukur

 kemampuan/kapabilitas pengawasan di_sektor publik dalam menjalankan
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fungsi-fungsi tersebut, Institute of Internal Auditor (I1A) Research Foundation
mengembangkan model pengukuran kapabiltas pengawasan intern dengan
IACM (Internal Audit Capability Model). Inspektorat Jenderal selaku APIP di
Kementerian Pertanian telah melakukan penilaian Mandiri (Self Assesment)
untuk menilai infrastruktur yang telah dibangun atas tata kelola pengawasan
dalam melaksanakan peran

dan layanan, pengelolaan

75

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN SDM, pl'aktlk p['OfeSlonal,
PENGHARGAAN

Akuntabilitas dan
manajemen kinerja, Budaya

dherikan epads
INSPEKTORAT JENDERAL
KREMENTERIAN PERTANIAN

dan Hubungan Organisasi
serta struktur tata kelola.

Untuk memberikan Quality

Assurance atas Self
Assesment peningkatan kapabilitas dan untuk mengetahui level Inspektorat
Jenderal selaku APIP lingkup Kementan berdasarkan IACM, maka Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan Validasi atas
Self Assesment yang telah dilakukan Inspektorat Jenderal. Hasil validasi
untuk penilaian IACM dari BPKP selama 2015-2018 disajikan pada Tabel 15.
Tabel 15. Nilai Level IACM Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
Tahun 2015 - 2018

Tahun Unit Kerja Kapabilitas APIP (Nilai)
~ Target Realisasi (%)
i R S R R R
26 2 2 100
2017 SR R R s L A e L
20t 3 3 100
2019 3

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018
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ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Berdasarkan validasi atas self assessment Kapabilitas Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian Tahun 2018 oleh BPKP, diperoleh hasil Inspektorat
Jenderal berada pada level 3 (integrated). Nilai ini memenuhi target level 3,
atau tercapai 100%.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Sesuai dengan hasil kegiatan Assesment Tata Kelola Inspektorat Jenderal
oleh Tim Assesor BPKP yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penilaian
Kapabilitas Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2017,
Inspektorat Jenderal memperoleh hasil penilaian kapabilitas APIP berada
pada level 3 (integrated) dengan catatan. Realisasi nilai IACM Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 pada level 3 (integrated)
tersebut telah meningkat dibandingkan tahun 2017 pada level 3 (integrated)
dengan catatan.

Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Realisasi nilai kapabilitas APIP nilai maturitas SPI tahun 2018 sebesar 3,037
tersebut telah mencapai 101,23% dari target yang ditetapkan tahun 2019
yaitu sebesar 3 (Tabel 16). Realisasi nilai maturitas SPI tahun 2017
mencapai 98,33 dari target tahun 2019 sebesar 3. Nilai maturitas SPIP
Kementerian Pertanian tahun 2017-2018 telah mencapai 100% dari target
tahun 2019.

Membandingkankan target nilai kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal jangka
menengah yang ditetapkan dalam Renstra Itien 2015 — 2019, Tabel 18
memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal telah mencapai nilai kapabilitas
APIP/IACM level 3 pada tahun 2018. Realisasi nilai kapabilitas APIP/IACM
tahun 2018 telah tercapai 100% dari target yang ditetapkan level 3 pada
tahun 2019. Capaian nilai IACM tersebut hendaknya dapat dipertahankan
dan ditingkatkan sampai akhir tahun 2019.
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Tabel 16. Capaian Indikator Nilai IACM Itjen Dibandingkan Target Jangka

Menengah
Tahun Target ~ Realisasi % Capaian Terhadap
Renstra
1 E T X L ~ 4(3/3*100)
2015 2 _ e 7
R e RN :
2017 3 3 100,00
2018 TR Ty G | 100,00
2019 3 - - - _

Sumber data : Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Inspektorat Jenderal, 2018

Faktor Pendukung Pencapaian Target

* Inspektorat Jenderal telah mengembangkan dan menerapkan Sistem
Informasi dan Pengolahan data yang relevan untuk tujuan pelaporan
kegiatan pengawasan intern melalui pengembangan SIMWAS dan telah
diiplementasikan pada tahun 2018 sesuai dengan Surat Keputusan Irjen
No B.2456/Kpts/PW.170/H/12/2015 tanggal 31 Desember 2015 tentang
Penggunaan Aplikasi Perencanaan Pengawasan lingkup Inspektorat
Jenderal Kementerian Pertanian.

» Peran advisory services telah dilakukan Inspektorat Jenderal melalui
kegiatan layanan konsultasi masalah keuangan dan masalah teknis
pelaksanaan program/kegiatan lingkup Eselon | Kementerian Pertanian.

* |novasi di bidang teknologi informasi sebagai prasarana pendukung
implementasi Continous Auditing and Continous Monitoring (CACM)
sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengendalian intern dan
manajemen risiko melalui pengembangan enam aplikasi pengawasan
(Go-Was) yaitu E-Audit, E-Pengawalan, E-Evaluasi, E-Reviu RKAKL,E-
Reviu Laporan Keuangan, dan E-Tujuan Tertentu.

» Telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Rl  Nomor
50/Permentan/PW.130/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tentang Tata
Kelola Pengawasan Lingkup Kementerian Pertanian.
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SASARAN STRATEGIS 5

TERWUJUDNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL

Sasaran Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Capaian
5 Terwujudnya Nilai AKIP Itjen Nilai 84 84,63 100,75
akuntabilitas Pertanian
kinerja instansi  berdasarkan
pemerintah di penilaian
lingkungan Inspektorat IV
Inspektorat Kementerian
Jenderal Pertanian
Nilai Kinerja (NK)  Nilai 96 80,85 84 21
(berdasarkan
PMK 249 tahun
2011)

Nilai AKIP Itjen Pertanian Berdasarkan Penilaian Inspektorat IV
Kementerian Pertanian

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang
dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan
pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas
pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan
dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014
tentang SAKIP.

Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat
mendorong adanya peningkatan kinerja Unit Kerja Eselon | dan Eselon I
dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja dan mewujudkan
capaian kinerja (hasil) sesuai yang ditargetkan dalam Rencana Strategis
Kementerian Pertanian.
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ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun
2018, ditetapkan bahwa target Nilai AKIP Itjien Pertanian berdasarkan
penilaian Inspektorat IV Kementerian Pertanian adalah 84,00. Dengan
realisasi nilai sebesar 84,63 maka capaian nilai AKIP Inspektorat Jenderal
tahun 2018 telah melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 84 atau capaian
sebesar 100,75% dari target.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu

Sesuai hasil evaluasi SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian yang dituangkan dalam Laporan
Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2016, nilai AKIP Inspektorat Jenderal tahun
2017 sebesar 82,87 atau kategori A dengan predikat memuaskan.
Dibandingkan tahun 2017, realisasi nilai Implementasi Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah unit kerja Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian Tahun 2018 menunjukkan peningkatan, dari 82,87 di tahun 2017
menjadi 84,63 di tahun 2018. Kedua realisasi nilai AKIP tersebut masuk
kategori “A” atau berpredikat Memuaskan.

Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Tabel 17 menyajikan target nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah unit kerja
Inspektorat Jenderal Kementerian untuk tahun 2015-2019, sebagaimana
tercantum dalam Renstra Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian 2015-
2019.
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Tabel 17. Capaian Realiasi Terhadap Target Renstra

Tahun Target Realisasi % Capaian Terhadap
Renstra
R R T - 4(3m5'100)

205
RO R T A T R
2017 83 182,87 - 9749

2018 R 99,56 :

2019 85 B B -

Tabel 17 memperlihatkan bahwa realisasi nilai AKIP Inspektorat Jenderal
sebesar 84,63 pada tahun 2018 telah mencapai 99,56% dari target nilai AKIP
yang ditetapkan untuk tahun 2019.

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam pencapaian target indikator Nilai
AKIP Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan penilaian
Inspektorat IV Kementerian Pertanian didukung oleh kegiatan Evaluasi
SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat IV selaku Pembina Inspektorat
Jenderal dalam peningkatan akuntabilitas kinerja Inspektorat Jenderal.

Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah menyusun perencanaan
kinerja berbasis risiko yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Tahun 2018 dan Program Kerja Pengawasan Tahunan 2018 sehingga
setiap setiap penugasan pengawasan telah mampu diindetifikasi seluruh
sumber daya yang dibutuhkan dan pemantauan laporan kegiatan dilakukan

secara online.
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Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249 tahun 2011/PMK 214
tahun 2017

e Cagatan Snaean o (o fekamn o Rt Geeds  WhaiKseelet
tio it ot Fyekon | Pogm Deoyeapan Komivens Prgan ey S fagha Hanciam
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Nilai kinerja adalah nilai dari prestasi kerja berupa keluaran dari suatu
kegiatan atau hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas yang

terukur. Aspek penilaian evaluasi kinerja terbagi menjadi 3 bagian:

a. Aspek Implementasi

Adalah evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan
informasi kinerja mengenai pelaksanaan kegiatan dan pencapaian keluaran.
Indikator yang diukur sesuai PP 90 Tahun 2010 adalah :

1) Penyerapan anggaran

2) Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

3) Pencapaian keluaran

4) Efisiensi

b. Aspek Manfaat

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan
informasi mengenai perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan/atau
pemangku kepentingan sebagai penerima manfaat atas keluaran yang telah
dicapai. Indikator yang diukur sesuai PP 90 Tahun 2010 adalah pencapaian
hasil.
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c. Aspek Konteks

Adalah Evaluasi kinerja yang dilakukan dalam rangka menghasilkan
informasi mengenai relevansi masukan, kegiatan, keluaran, dan hasil dengan
dinamika perkembangan keadaan.

Metode perhitungan Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian diambil dari hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 249
Tahun 2011/PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART.
Aplikasi SMART adalah aplikasi terpadu berbasis web untuk evaluasi kinerja
milik Kementerian Keuangan, dengan alamat hitp://monev.anggaran.
depkeu.go.id.

2015 2016 2017 2018
Nilai Kinerja Berdasarkan PMK 249 100.57 101,9 97,73 80.85
Tahun 2017

Sumber : Aplikasi SMART, 2018

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Capaian Realisasi Dibandingkan Target Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 249 Tahun
2011/PMK 214 Tahun 2017 yang dapat dilihat pada aplikasi SMART, di
tahun 2018 Inspektorat Jenderal memperoleh nilai kinerja sebesar 80,85.
Dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun
2018, ditetapkan bahwa target Nilai Kinerja (NK) berdasarkan PMK 249
tahun 2017 sebesar 96. Membandingkan dengan target, maka Nilai Kinerja
Inspektorat Jenderal pada tahun 2018 belum memenuhi target sebagaimana
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja atau capaian sebesar 84,21.

Perbandingan dengan Realisasi Tahun Lalu
Sesuai hasil evaluasi nilai kinerja berdasarkan PMK 249 Tahun 2011/PMK
214 Tahun 2017 pada aplikasi SMART, pada tahun 2017 Nilai Kinerja
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Inspektorat Jenderal sebesar 97,73. Membandingkan dengan tahun 2017,
maka realisasi Nilai Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 mengalami
penurunan yaitu dari 97,73 di tahun 2017 menjadi 80,85 di tahun 2018.

Perbandingan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra

Sebagaimana tercantum dalam target jangka menengah yang ditetapkan
dalam Renstra Inspektorat Jenderal 2015 — 2019, maka capaian Nilai Kinerja
(NK) Inspektorat Jenderal tahun 2018 sebesar 84,21% dari target Nilai
Kinerja Inspektorat Jenderal di tahun 2019 (Tabel 19).

Tabel 19. Capaian Realiasi Terhadap Target Renstra

Tahun Target NK Realisasi % Capaian Terhadap
- I B B ‘Renstra
1 2 3 4 (3/96,5100)

2015 e —— _ I
<, Y et NN = T e i 0 gl e
2017 955 97,73 10727
) ST PN - S - - (DN
2019 96,5

Faktor Pendukung Pencapaian Target

Permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya target indikator Nilai
Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018, disebabkan antara lain:

1) Terdapat perubahan rumus perhitungan nilai kinerja pada aplikasi PMK
Nomor 249/2011 yang saat ini berubah menjadi PMK Nomor 214 tahun
2017. PMK Nomor 249/2011 menetapkan empat komponen untuk
penilaian yaitu: a) penyerapan, b) konsistensi atas rencana penarikan
anggaran awal, c) konsistensi atas rencana penarikan anggaran revisi,
dan d) pencapaian keluaran. Sementara itu, PMK nomor 214/2017
menetapkan lima komponen untuk penilaian yaitu: a) capaian keluaran
program, b) penyerapan anggaran, c) konsistensi penyerapan anggaran
terhadap perencanaan, d) efisiensi, dan e) capaian sasaran program.
Dua dari lima komponen penilaian pada PMK 214/2017 tersebut
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merupakan komponen penilaian baru, yaitu capaian sasaran program dan
efisiensi. Satu komponen penilaian pada PMK 249/2011 tidak lagi
menjadi komponen penilaian pada PMK 214/2017 yaitu konsistensi atas
rencana penarikan anggaran revisi.

2) Komponen penilaian efisiensi menilai deviasi atau gap antara target
rencana penarikan dana dengan realisasi penarikan dana. Nilai maksimal
untuk komponen penilaian efisiensi adalah 20 persen, semakin kecil nilai
efisiensi semakin baik. Nilai efisiensi Inspektorat Jenderal pada tahun
2018 sebesar 20 persen, artinya deviasi antara target dan realisasi
penarikan dana besar, mencapai 20 persen.

Ke depan, agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi, maka perlu
diupayakan sebagai berikut: 1) penghitungan target agar menyesuaikan
dengan rumus baru, 2) memperhitungkan dengan cermat target penarikan
dana per bulan agar tidak terlalu jauh dari prediksi realisasi dana per bulan.
Selain itu, melakukan pemantauan dan evaluasi periodik secara lebih intensif
terhadap semua capaian kinerja, sehingga apabila terjadi kendala segera
dapat dicarikan solusi perbaikan.

Pada tahun 2018, kegiatan-kegiatan yang telah diupayakan dalam rangka
mendukung keberhasilan pencapaian sasaran strategis terwujudnya
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di lingkungan Inspektorat Jenderal,
antara lain:

a. Penyusunan rencana program, dan penyusunan rencana anggaran, yang
mencakup kegiatan: 1) penyusunan PKAT, 2) inventarisasi data satker
pengawasan, validasi pengadaan barang dan jasa, survei kinerja dalam
rangka mendukung IACM, 3) penyusunan SBK, 4) penyusunan RKA-KL,
5) penyusunan RKT, 6) temu koordinasi perencanaan, 7) penyusunan
pedoman pelaksanaan anggaran, POK, dan ROK, 8) pelaksanaan reviu
RKA-KL tahun 2020.

b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi, meliputi: 1) penyusunan laporan
semester Il tahun 2018 dan semester tahun 2019, 2) penyusunan laporan

tahunan Itjen, 3) penyusunan laporan AKIP ltjen, 3) penyusunan laporan
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tahunan APIP, 5) pengawasan, pengawalan, monitoring dan koordinasi
UPSUS Pajale, 6) penyusunan laporan IACM, 7) pelaksanaan evaluasi
atase pertanian, 8) penyusunan laporan evaluasi kinerja penganggaran
(PMK 249/2011), 9) penyusunan laporan e-Monev Bappenas.

B. AKUNTABILITAS DANA

1. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN PENGAWASAN

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat
Jenderal pada tahun anggaran 2018 memperoleh alokasi anggaran senilai
Rp 97.134.000.000,00 yang direalisasikan dengan baik melalui penerapan
Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian
Pertanian. Tingkat capaian realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31
Desember 2018 adalah sebesar Rp92.028.826.923,00 atau 94,74% dari
pagu anggaran tahun 2018 sebesar Rp97.134.000.000,00 dengan realisasi
fisik sebesar 94,99%.

Sesuai dengan target pencapaian misi Inspektorat Jenderal Tahun 2018,
anggaran Inspektorat Jenderal dikategorikan berdasarkan target pencapaian
misi. Alokasi anggaran dan realisasi berdasarkan misi tersaji dalam tabel
sebagai berikut:

Tabel 20. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2018 berdasarkan Misi

No : Misi Pagu(Rp)  Realisasi(Rp) %
1 Pengawasan Akuntabilitas =~ 48.848.666.000 46.885.510.248 95,98
> e L L N a0 A i -l S R U e =
2  Peningkatan Maturitas SPIP 4934934000 4.722.236.884 9569
3 Peningkatan Kapasitas APIP  43.350.400.000 40.264.655.445 92,88
Inspektorat Jenderal Kementan ~ 97.134.000.000 91.872.402.577 94,58
Sumber data : Inspektorat Jenderal, 2018

Dari alokasi anggaran sesuai dengan misi, dialokasikan juga sesuai dengan
jenis kegiatan pengawasan mendukung misi Inspektorat Jenderal. Alokasi
anggaran dan realisasi pengawasan lingkup Inspektorat Jenderal
berdasarkan Indikator Kinerja Utama Itjen Tahun 2018 dijabarkan pada tabel
20.
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Berdasarkan tabel 21 dapat diketahui bahwa Inspektorat Jenderal telah
memberikan dukungan anggaran yang memadai untuk mendukung
pencapaian Indikator Kinerja Utama dengan nilai rata-rata serapan anggaran
sebesar 94,58%.

Serapan tertinggi pada kegiatan Reviu Penyerapan Anggaran dan
Pengadaan Barang dan Jasa sebesar 117,42 mendukung pencapaian
Sasaran Program 2 Rasio Rekomendasi MenPan RB. Sedangkan realisasi
terendah pada kegiatan Reviu Laporan Keuangan sebesar 73,90 mendukung
pencapaian Sasaran Program 1 Peningkatan Nilai Reformasi Birokrasi.
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Tabel 21. Realisasi Anggaran Itjen Tahun 2018 berdasarkan IKU

Kode_SP Eﬂq 1KSK_Urai OUTPUT Anggaran | Reabasi KOMPONEN | Anggaran Realisasi % |
1 P12 5K1/5P1.2 SK1 {Perngkatan rilal AKIF o mira | 1755 012 210810000  167.002.65 [ _I
ker Inspekiort | (1.4%) (Evaias AKIP) 1 | Evalas AKIP 210810000, 16702 E85| 7922
$P12.9K1 {Rasio rekomendasi Inspektorat | 1755 010; |~ 4283632000 | 4194.155 608 o -
vang diaksanakan unit eselon | | 1755 013 (Audt 1 | Audit Kinerja 3401304000 3372970658 8917
tahun benaian terhadap Kinerja, Revu
w”“.:' RKAKA dan LI 2 |Re RIAKL 440 580 000 46 8T9.348| @666
|inspeitrnt | atas peinksarsen 3 |Rewu LK 441.748.000 395306601 | 8949
5P1.3 SK1|SP1.3 SK1 {Peningkatan e AKIP di mitm | 1766 012 ~ 68.000.000 58,650,000 | i P e
l keria Inspekiorat I} (1.4%) (Evaas AKIP) 1 | Evaluasi AXIP 69.000 000 53650000 | 8500
Wm‘m“"_"‘w' padoral 1175660, | aTMAA000| semaeene| | 1 — e | ——
yang dlaksanalan unit eselon | (1756 013 (Audit 1 | Auif Kiretja 3375804000 | 3337408875 08,86
(tahen berjalan Merhadap total  [Kinerja: Revtu ‘__._,__\— I S
| resomendost yang dberkan | RKA-KIL dan LK) 2: e J SO0 | _JT.AER.SN] 9623
Inspexicrat | atas pelaksarasn 3 |Rewu LK 69,600,000 67168300 | 9651
Peningkatan rilal AKIP t miva | 1757 012 94,500 000 7a.521.600
e Inspektorat Il (1.4%) (Evakms AKIP) 1 | Evaluns AKIP 94 500.000 78521600 | B3OS
Rasio rekomendasi inspekioral [1757.010, | 3937284000| 2811423 | | | ey g
’ 11| yang diaksanakan uni eselon |1757 013 (Audt 1 | Aumt Kinena 3401304000| 2364456028 862
| {tahun berjalan jlermadap total (Kinerja, Rewu rerman T e R s |
e PNy Speaik | waww| mwems| na
5.5K1,5P1 5 SK1 {Peningkatan ritai AKIF i mitra | 1758.012 |7 7es0c000 61,740 000 = == | Al
r:u!-wlvn.ﬂ! | Evatas AKIP) 1 | Evalung AKIP 78.500 000 | 61740000 | 8071
5P1 5 SK1 {Rasio rekomandas inspeidorsl | 1758 010, 3007 158000 | 3868 081627 T
‘ Nmmwl::m 1758 013 (At 1 | Audit Kineja. 3494928000, 3371317830 9646
I{tahun beraian ferhadep Kinesje. Revu — )
! rekomendas yang dberkan  (RKA-KIL dan LK) | 424830000 |  423711837| 9974
J lInspektorat IV atas pelaksanaan - nm.mo! 73061900 9438
SP16 8K1/5P16 SK1 {Peningkatan rilal Indeks Persepsl| 1759 865 5773 154 000
Konups: (IPK) (T%) (Layaren Audt Mand:
! intemal) l 1 [Zona Integritas 3343944000 | 3200382934 | 9571
Wirysh Bebas Dari
Korups / WBBM
Pembinaan Perilaian
2 [Maturitas Lingiap 1.560980.000 | 1521853950 | 9565
Kesnenterian Pertarian |
Pengawasan Larmya
3 |Uinghup Inspextorat 838 220,000 751436011| 8965
SF1.6.5K1 {Peningkatan il perguatan. [ 1758010 5271646000 | 4759796351
[pengawasan infemal (12%) | Audit dengan 1 | Audt Tuyjuan Terteriu 4501206000| 4224584751 201
| | | Y s e, | |ativesigns | cansooon) s 211800 7867
|sP2 mia&[ﬁ:sufﬁu\nmummm 1765 065 4173302000 | 4215976.048 vales
tidek bendang (tafun benjaian)  |(Layansn Audt 1 [Progrenvkegatan —_— PR (o
[textadep total temuan BPK pede |interral) |Strategis Ingiop |
tahun sebelumnya atas laporan |__|inspektorat | |
keusngan & mitra kerja E‘thl..mm 13!9?B7tm| 1763066172 | onss
Inspektorat | { Linghap Inspeitorat | | E
' [ |
d 1
‘ |3 D a7aeos000 | 474606700| 10000
|
|
i 1717277978 | 10330
‘ 91270000 | 117.42
|
5P2 3 BK2 592 3 SK2 {Rasio juieh temuan BPK yang |1756.966 | 4301660000 413658604 D
[tigak berutang (tahun berjalan)  |(Layanan Audt >
terhadap total temuan BPK pada |irtemai} i
[tahun sebelumnya ates laporan
keuangan d mira kerja 1491250184 | 9196
|irspektorat It |
42007570 w97
—— ‘ 1302753761 | S404
— e il | | |inspetdoret 1 ,7L s o
"Eﬁmasﬁ*mmwﬁm’ 1757 955 1W6EE0000| 3246791688 | Evems [
Uk berulang (tarun besjalan)  [(Layanen Auot Program/Kegatan | o a0 5 n
|ternadtep total temuan BPK pada [intersi) 1’:wm Ll LS
(tahun sebetumnya atas lsporan rmm
|keumngan & mitra kera { o
|irspextorat 10 :2 m’ """",w""'""‘m 1300536000 1184600988 | 9109
|
‘ workshop
3ixEs 1 857,182 000 BSOETI 00| 9924
J menduang WTP
{Pengawasan dan
Pendampingan dalam
4 lrangka swasembada 857 182 000 631527500 9610
1 pangan (LPSLS)
| il | |
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Kods_SP | Kode_SK [Kode Ural ouTPuT Aoggaran Reabsasi KOMPONEN Anggaran Raalisasi %
SPZ6 SP2.5 SK2 {Rasio jumiah lemuan BPK yang [ 1758 985 I204E76.000 ] 2784 238602 Evalas
| tidak bendang (tafun berjein) [ Layanen Audit Program/iegiatan
tertexdap total bermunn BPK pada |intermsi) 1 4RTEE000 | A13BTE00| 9663
| (tahun sebebumnye atas laporan | |inspekdorat [V
‘ keusrgan i mitre ke L
Inspescorat IV 2| okt Ipettomy Iy | 147TBABS000| 104308520 081
| Pendampingan
‘ | |worksnop
f g bt aszmcmg w2462 2
| | mendukung WIP
| " |Pengawasan dan ]
1 { Fendampegan dalam J
4 [rangka swasembade 921,438,000 864277000 5380
| pangan (LPSUS) |
| vepeteratv | |
== 5732 5| SP1.2.5K3  Peringikatan red metLrites SPIP | 1756011 2767 66000 | 273892812 1
wmmn!\:ag(mmm SPIP) | ’
mitra kerja Inspeidonat | —> sell | 1 | Pergawsian SPIP 2767 266000 | 2736928132 | 98,98
assesmant |
|
5P3 3 5K35P2 3 5K3 { Peringkatan rilal maturitas SPIP |1756.011 2767 206000 | 2734 292389 |
|uret esedon | yarg mencapa |0 |
|maturttas level 3 (terdefins) & {SPIP)
|k aria nspescionnt 1 5 seir 1 | Pengawsian 8PP ‘ 27676000 | 272388 | 9881
|assessment |
=l S [ — N— T, SR— ) T . { o .
SP3.4 8K31SP3 4 SiC3 { Peningketan niel mafurttes SPIP 1767 011 zrafms.cm| 2754 15073 |
it eselon | yang mencapal ( Penganwaian |
maturttas level 3 (terdefins) d  (SPIP) |
‘ re e | e gl | 1| Pengawslan SPIP | 2767266000 | 275415070 | 953
} assesment 1
1
’E’S&WSPJ&.SIG.'WWIWHP [i7sem1 2767 26000 | 2736681548 I
{mitra kerja esaion | yang Pengewaian
1 wakier il (OPF) 1 | Pangawalan SPIP ITETMEO00 | 27HES156| 9589
|
|

|
sPs "évususﬁsmn 2701088000 | 26%0838000| | Peimyanan |

‘ 1 [Porencanean Progam | 2 7010sa000| 26s0Emmom | %14
Eveuasi |
| P51 8KA 3384766000 3066273183| | Pelayanen
Perencanaan Program,
1 . 3347000 | 3066273180 9056
Evaluas
‘@51.«2%1&& 979985000 | 040 766.200
Pelayaran Keuangan
| Ul P trivomy R 000| 49TE0| 9692
[ Jenderal Kementerian
| T s I
SP5 1 SK2 {Raso temuen irspeidorat IV ates 1060 420000 | 1865 397 850
| |pengeiciaan Keuangan ‘
| Pelayanan Keuangan
‘ b | temaoon| taswisn| w2
|
— | l '
spsrsﬁlspsu 1601688000 | 1.508 856 301
| Petaryanan
| Pengelciaan Data dan
1 i i 1601688000 | 1508855301| 420
5P 1 SHAISPS 1 KA (T kepuasen it ke | 1760.950 2486 761.000 | 2220 409220
‘ eseion 1l terhadap layanan (Cukungan
|Sekretanat ijen Mareyamen | 1 2o e sm
| Eselon |)
_ Leyanenmemel Sekretanial fjen| 2 850,830,000 Layanan nt 261380751 9870

25286030186 | 236

61572402577 | 9458 |

Tokal |97 134 000 000

Alokasi anggaran per jenis kegiatan pengawasan lingkup Inspektorat
Jenderal dijabarkan dalam tabel 22.
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Tabel 22. Capaian Kinerja Mendukung Misi

: Qutput —_— Biaya Per o Nilai
9 Untsh Satuan T Target ] Realisasi [ Yo Anggaran Jerakiu: e Output Fhigiesst Efisiensi
Mendukung Misi 1
I |Audit Kinerja Rekomedasi 568 577 10158 | 13.673.340.000 | 13.446.153.451 | 98,34 | 23.303.559 320] 57.99
2 |Pengawalan Rekomedasi 576 560 | 9722 11.069.064.000 |  10.964.012.860 | 99.05 | 19.578.594 1,88 4530
3 |Evaluasi SAKIP Rekomedasi 35 40 | 114.29 450.810.000 365.914.255 | 81,17 | 9.147.856 | 2898 122.44
4 |Reviu LK dan Reviu REAKL Rekomedasi 169 193 | 114,20 2.289.108.000 | 2.105.064.645 | 91.96 | 10.907.071 19.48]  98.69
5 |Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu Rekomedasi 118 133 | 112,71 5.271.646.000 4,736.439.297 | 89,85 [ 35.612.326 20,29 100,71
7 |Layanan Audit Intemal Laporan 459 459 | 100,00 | 16.094.698.000 | 15.267.925.740 | 94,86 | 33.263.455 5.14] 62.84
1.925 1.962 | 101,92 | 48.848.666.000 | 46.885.510.248 | 95.98 | 21968810 10,74]  76.85
Mendukung Misi 2
i ;I"’“b’.m“”” SR et RekomendasJ 198 219 110,61 | 1.590.990.000 |  1.521.853.950 | 95.65 | 6.949.105 | 13.52 | 83.79
aturitas SPIP
2 |Pembmaan/penilaian mandin (self
asessment) pembangunan ZI Laporan 67 69 10299 | 3.343.944.000 |  3.200.382.934 | 95.71| 46382361 | 7.07 67,67
WBK/WBBM
265 288 | 108,68 | 4.934.934.000 |  4.722.236.884 | 95,69 | 26.665.733 1029] 75.73
Mendukung Misi 3
1 |Dukungan Manajemen dan Dukungan
E‘;‘;"; ;;?:&f;;’f:ﬁ“ﬁﬁ | P 587 587 100,00 | 43.350.400.000 | 40.264.655.445 | 92,88 | 68.593.962 | 7.12 67.80
Kapabilitas APIP
Nilai Total 2.777,00 | 2.837,00 | 102,16 | 97.134.000,000 | 91.872.402.577 | 94,58 | 32.383.646 1029 7572

Sumber: Bagian Perencanaan dan Evaluasi, 2018

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian Tahun 2018




Biaya yang dikeluarkan dalam setiap pelaksanaan pengawasan dihitung per
output kegiatan yang dihasilkan berdasarkan biaya realisasi dengan jumlah
output dengan rincian sebagai berikut:

e Jumlah total output yang dihasilkan pada kegiatan mendukung misi 1
(rekomendasi) sebanyak 1.925 rekomendasi/laporan dengan total biaya
Rp46.885.510.248,00. Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk
menghasilkan satu rekomendasi adalah Rp21.968.810,00. Rata-rata
biaya tertinggi pada kegitan mendukung misi 1 (rekomendasi) adalah
kegiatan Audit Tujuan Tertentu dengan jumlah biaya per rekomendasi
sebesar Rp35.612.326,00 dan terendah adalah kegiatan Evaluasi SAKIP
sebesar Rp9.147.856,00.

e Untuk rata-rata biaya kegiatan yang mendukung misi 2 sebanyak 2
kegiatan dalam rangka penilaian maturitas SPI dan unit kerja WBK
dengan yang menghasilkan 288 rekomendasi dengan total biaya sebesar
Rp4.722.236.884,00 dengan biaya rata-rata per laporan sebesar
Rp26.665.733,00.

» Kegiatan yang mendukung misi 3 adalah Dukungan Manajemen Lainnya
dalam Rangka Peningkatan Kapabilitas APIP dengan jumlah output 587
laporan kegiatan dengan total biaya sebesar Rp40.264.655.445,00. Biaya
rata-rata per laporan sebesar Rp68.593.962

o Efisiensi penggunaan anggaran atas pencapaian output lingkup
Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian tahun 2018 sebesar 10,29%
dengan Nilai Efisiensi (NE) sebesar 75,72%.

2. ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
a. Efisiensi Dana dan Hari Pengawasan (HP) Menurut Realisasi dan
Perencanaan

Realisasi pelaksanaan kegiatan lingkup Inspektorat Jenderal yang disajikan
dalam laporan ini meliputi realisasi pada kegiatan utama yaitu Audit Kinerja,
Audit Investigasi, Audit Tujuan Tertentu, Pengawalan, Evaluasi SAKIP, Reviu
LK, Reviu RKAKL, dan Dukungan Manajemen lainnya. Secara rinci realisasi
kegiatan terinci pada tabel 23
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Tabel 23. Realisasi Penggunaan Anggaran Menurut Kegiatan Inspektorat
Jenderal Tahun 2018.

Ontput Biaya Per Nilai
No Uraian e J Tupet l Restiond I m Anggaran Realiasasi % Outpat Efisiensi Elisiensi
Imspektorat 1, I1, 111, IV
1 [Audt Kinerja Rekomedan 568 577 101,58 | 13673340000 | 13446153451 | 9834 | 2338559 | 320 1.9
2 |Pengawalin Rekomedasi 516 560 | 9722 11.069.064.000 ] 10964012860 | 99.05| 19578594 | -1.88 | 4530
3 [Evahmsi SAKIP Rekomedas 35 01 1142 450.810.000 365914255 8117 9147856 2898 | 1224
4 [Revu LK dan Reviy REAKL Rekomedusi 169 193] 11420 2289108000 | 2105064645 | 91.96| 10907071 1948 | 9869
5 |Lavanan Audd Inicrmal Laporan u2 320 10000 | 15256478000 [ 14516489720 | %515 | 42445876 485 6213
1.690 1712 101,30 | 42738800000 | 4139763440 | 9686 | 20.076591 | 780 69.51
Inspektorat Investigasi
1 |Audd Investyasi dan Tupuan Tertenfu | Rekomedas: 118 133 127 | 5271646000 4736439297 | 8985 | 35612326 2029 [ 1007
2 |Pembmaan/Pentlamn (asessment) ) B
Matuias SPIP Rekomendasi 198 209 11061 | 1590990000 | 1521853.950| 95,65 6949005 1352 | 83
3 |Pembmasn/penilinn mandei (self
|asessment) pembanginan 21 Laporan 67 69 10299 | 3343944000 [ 3200382934 | 9571 | 46382361 | 7,07 61,67
WBK/WBBM
4 [Layanan Audil Intemal [nvestigasi Laporan 117 117} 100,00 8§38.220.000 751436011 | 8965 6422530] 1035 | 7588
500 538 107,60 | 11.044800000 | 10210112192 | 92,44 | 26665733 | 1409 | 8522
Sekretariat [tjen
1 |Dukungan Manajemen dan Dukungan
;;:: ;m%’:?;:::t; Il Lapogan 587 5871 100,00 | 43350400000 ( 40264655445 | 9288 | 68.593962| 712 67.80
Kapebiltas APIP
Nilai Total 277700 | 183700 | 10216 | 97.134.000.000 | 91.872.402.577 | 9458 | 32383.646 | 1130 | M

Nilai Efisiensi Berdasarkan PMK 249 Tahun 2011/PMK 214 tahun 2017

Analisis efisiensi dilakukan dengan membandingkan antara realisasi
penggunaan anggaran tahun berjalan dan output yang dihasilkan
menggunakan metode perhitungan efisiensi sesuai PMK No. 249 Tahun
2011.

Jumlah total output yang yang dihasilkan tahun 2018 sebanyak 2.777 output
(rekomendasi/laporan) dengan total biaya sebesar Rp91.872.402.577,00.
Rata-rata biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu output
(rekomendasi/laporan) adalah Rp32.383.646,00. Nilai kinerja atas
penggunaan anggaran terhadap output yang dihasilkan sebesar 94,58%
dengan efisiensi kegiatan sebesar 11,30 dan Nilai Efisiensi sebesar 78,24%.
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Tabel 24. Realisasi Penggunaan Hari Penugasan (HP) Menurut Kegiatan
Inspektorat Jenderal Tahun 2018.

No Dt Hari Pengawasan e
Satuan | Target | Realisasi
Inspektorat I, II, III, IV
1 | Audit Kinerja Rekomedasi 568 1.739
2 |Pengawalan Rekomedasi 576 2.819
3 |Evaluasi SAKIP Rekomedasi 35 671
4 |Reviu LK dan Reviu RKAKL Rekomedasi 169 1.882
5 |Layanan Audit Internal Laporan 342 862
1.690 7.973
Inspektorat Investigasi
1 |Audit Investigasi dan Tujuan Tertentu Rekomedasi 118 1.088
- ];fxrl;:ﬁ/;e: ot {BsEsspent) Rekomendasi 198 163
3 |Pembinaan/penilaian mandiri (self
asessment) pembangunan Z1 Laporan 67 333
WBK/WBBM
4 |Layanan Audit Internal Investigasi Laporan 117 251
500 1.835
Sekretariat Itjen
1 |Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya pada Inspektorat Jenderal
Dalam Rangk):i Ppeningia?an Nilai Lo el e
Kapabilitas APIP
Nilai Total 2.777,00 | 14.011,00

Dilihat dari aspek penggunaan jumlah Hari Pengawasan (HP) selama tahun
2018 sebanyak 14.011 HP. Dibandingkan dengan jumiah total output yang
dihasilkan sebanyak 2.777 maka diperoleh rasio penggunaan HP sebesar
5,05 hari per output yang terbit.
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BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2018 ini menyajikan pencapaian

kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian berdasarkan Perjanjian
Kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2018. Secara umum, capaian
kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018 dinyatakan sangat berhasil, dengan
rata-rata capaian indikator kinerja utama sebesar 101,22%. Dari 5 (lima)
sasaran strategis dengan 8 (delapan) indikator kinerja, sebanyak 5 (lima)
indikator dinyatakan sangat berhasil dengan capaian di atas 100% dari
target, dan 3 (tiga) indikator dinyatakan berhasil dengan capaian 80 — 100%.
Untuk melaksanakan perjanjian kinerja tahun 2018, Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian memperoleh alokasi pagu anggaran sebesar
Rp97.134.000.000. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, realisasi
anggaran mencapai Rp92.028.826.923 atau 94,74% dari pagu anggaran.

Pencapaian kinerja tahun 2018 tersebut merupakan hasil kerja seluruh unit
kerja di Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Ke depan, kinerja yang
telah dicapai akan dipertahankan dan bahkan ditingkatkan dalam rangka
Inspektorat Jenderal menjalankan misi pengawasan intern terhadap
akuntabilitas program pembangunan pertanian, penerapan sistem
pengendalian intern, dan peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern
guna mendukung pencapaian kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani.

Justan Rid
NIP. 19600

an Siahaan,Ak.,M.Acc.,CA, QIA
01982031001
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Lampiran 1
Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal Tahun 2018

el KEMENTERIAN PERTANIAN
(?39?7\ INSPEKTORAT JENDERAL

art
\’/ Teiepon | 7HOCJ30, 78

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabe

berprientas’ pada has! kamiyang pertangatangan 4t bawah ni

lanalas

Seignjuilnya disabul pihak perama

al fenlen Pera
> 5an &ang 2] Naw erlame an ¥ GISeuUl pihak «¢ 1
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mencapal ‘arget kinera jang ang tels
rencaraan
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

INSPEKTORAT JENDERAL
No Sasaran Indikator Kinerja Target
wamsl SOGRELAN el Pafoniiast
dirokrasi & Birokrasi Kemenlerian
1 Hingkungan Kementan sesual mwusud kewenangan 16.52 nilai
AT D (20.4%)
enderal
Rasio rekomendasi Menpan RB yang
dilaksanakan unit eselon | (tahun
berjalan) lerhadap lotal
rekomendasi Msnpan RB alas 100,00 %
pelaksanaan reformasi
birokras| di lingkunigan
Kemanterian Pertanian
Rasio rekomendasi Inspektorat
Jenderal yang dimanfaalkan unit
eselon | (tahun berjalan)
terhadap totel rekomendasi yang 80.00 %
diberikan Inspektorat
Jenderal di tingkungan
Kementerian Pertanian
Rasio lemuan BPK yang tidak barulang
Meningkatnya kualitas ({tahun berjalan)
2 | pelaksanaan tindak lanjut hasil lerhadap total temuan BPK pada tahun £0.00%
audit BPK : sebelumnya atas laporan keuangan
Kementerian Pertanian
Meningkatnya maturitas
3 penarapan SPIP di Peningkatan nilai maturitas 3,00 nial
Kemanterian penyslenggaraan SPIP g o
Pertanian
Meningkatnya kapabilitas Peningkatan Internal Audit-
4 | Inspekioral Jendral Model (IA-CM) 3,00 nilsl
Kementerian level Kementerian Pertanian
Pertanian bardasarkan penilalan BPKP
+ | Terwujudnya akuntabiitas Nilai AKIP Iffen Pertanian
5 kinerja instansi berdasarkan penilaian 84.00 nilsi
pemerintah di Bngkungan Inspektoral [V Kementerian *
Inspekiorat Janderal Pertanian
Nital Kinerja (NK)
(bardasarkan PMK 249 96.00 nial
tahun 2011)
KEGIATAN ANGGARAN

Pelaksansan Pengawesan pada Satker lingkup Setjen, Ditjen

1 Hortikultura, dan Badun Penyuluhan dan Pengembangan SDM
Pertanian

Inspektorat

Kinerja

Jenderal

Rp. 11,435,100,000

Kementerian

Pertanian Tahun




KEGIATAN ANGGARAN
zmwm&n&umwurmmm

Ditjen Prasarana dan Sarans Pertanion Rp. 10,972,300,000
Peluksanaon Progewassn Satler linglup Ditjen Perketmnan

3 it i i o i K Pt _ Bp, 10,195.600,000
Pelaksanaan Pengawasan pada Satker lingiup Inspekionst
twmmmummm Rp. 10,135,609,000
,?eu-—pwdmmurmﬂmhm Rp. 11,044,600,000
4 Duke “ Mansjemsn dsn Dukungsn Teknis Lainnya pada Inspekiorat Rp. 43,380,400,000
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Lampiran 2
Perhitungan Capaian Kinerja

Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi
1 Terwujudnya Peningkatan nilai  Nilai 16,52 19,04 115,28

reformasi Reformasi

birokrasi di Birokrasi

lingkungan Kementerian

Kementan Pertanian sesuai

sesuai kewenangan

kewenangan Inspektorat

Inspektorat Jenderal (20,4%)

el Rasio % 100 100 100
rekomendasi
Menpan RB yang

dilaksanakan unit
eselon | (tahun
berjalan)
terhadap total
rekomendasi
Menpan RB atas
pelaksanaan
reformasi
birokrasi di
lingkungan
Kementerian
Pertanian

Rasio % 80 80,76 100,95
rekomendasi
Inspektorat
Jenderal yang
dimanfaatkan unit
eselon | (tahun
berjalan)
terhadap total
rekomendasi
yang diberikan
Inspektorat
Jenderal di
lingkungan
Kementerian
Pertanian

2 Meningkatnya Rasio temuan % 80 94 29 117,86
kualitas BPK yang tidak
pelaksanaan berulang (tahun
tindak lanjut berjalan)
hasil audit BPK  terhadap total

temuan BPK
pada tahun
sebelumnya atas
laporan keuangan
Kementerian
Pertanian

_ 3 Menigkatnxa Peningkatan nilai 3 3,037 101,23
Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
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maturitas maturitas
penerapan penyelenggaraan
SPIP di SPIP
Kementerian
Pertanian
4 Meningkatnya Peningkatan Nilai 3 3 100
kapabilitas Internal Audit-
Inspektorat Capability Model
Jendral (IA-CM) level
Kementerian Kementerian
Pertanian Pertanian
berdasarkan
penilaian BPKP
5 Terwujudnya Nilai AKIP Itjen Nilai 84 84,63 100,75
akuntabilitas Pertanian
kinerja instansi  berdasarkan
pemerintah di penilaian
lingkungan Inspektorat IV
Inspektorat Kementerian
Jenderal Pertanian
Nilai Kinerja (NK)  Nilai 96 80,85 84,21
(berdasarkan
PMK 248 tahun
2011)
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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor - B/174/M.RB.06/2018 31 Desember 2018

Hal - Hasil Evaluasi Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Yih. Menteri Pertanian
di
Jakarta

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand
Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB
Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019,
kami telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan reformasi birokrasi pada
Kementerian Pertanian. Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Instansi Pemerintah

Tujuan evaluasi untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi
birokrasi pada level instansi sampai unit kerjanya dalam rangka mencapai sasaran
yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan
efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin
membaik. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan
dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian
Pertanian. Simpulan hasil evaluasi adalah sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian mengalami kenaikan dari
76.79 di Tahun 2017 menjadi 78,46 di tahun 2018 dengan kategori "BB". Upaya
penerapan reformasi birokrasi dalam menata delapan area perubahan telah
dilakukan di Kementerian Pertanian, namun masih perlu melakukan upaya lebih
lanjut agar penerapan reformasi birokrasi ini secara merata dilaksanakan di
seluruh unit/satuan kerja sebagaimana yang dilakukan oleh Tim Reformasi
Birokrasi. Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:



No Komponen Penilaian Bobot 3017 Nilai 2018
1 | Komponen Pengungkit
1 | Manajemen Perubahan 5,00 3,54 3,54
2 | Penataan Peraturan Perundang-undangan 5,00 3,13 3,13
3 | Penataan dan Penguatan Organisasi 6,00 4,18 418
4 | Penataan Tatalaksana 5,00 413 4,14
& | Penataan Sistem Manajemen SDM 16,00 12,68 12,57
6 | Penguatan Akuntabilitas 6,00 3,38 3.41
7 | Penguatan Pengawasan 12,00 10,02 10,04
8 | Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 6,00 5,21 5,22
Total Kamponen Pengungkit (A) 60,00 46,27 46,23
1] Komponen Hasil
1. 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja 14,00 9,96 10,14
2. | Survei Internal Integritas Organisasi 6,00 4,08 3,86
3. | Survej Eksternal Persepsi Korupsi 7,00 5,46 5,28
4, | Opini BPK 3,00 3,00 3,00
5. Survei Eksternal Pelayanan Publik 10,00 8,02 8,95
Total Komponen Hasi! (B) 40,00 30,52 32,23
Indeks Reformasi Birokrasi {A+B) 100,00 76,79 78,46

2. Beberapa catatan yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya
penerapan program reformasi birockrasi adalah;

a. Perencanaan Pelaksanaan RB yang dituangkan dalam Road Map RB lebih
terkesan hanya sebagai pemenuhan syarat dokumen dan belum menjadi
acuan dalam pelaksanaannya;

b. Road Map RB belum memberikan arah perbaikan yang jelas mengenai
sasaran yang akan diwujudkan dan indikator keberhasilannya, serta
keterkaitan perbaikan antar area perubahan. Hal ini dapat dilihat dari
kegiatan pelaksanaan RB antar kelompok kerja dilakukan secara sendiri-
sendiri tanpa mengaitkan dampak perubahan satu area kepada tuntutan
untuk memperbaiki area perubahan yang lainnya;

c. Internalisasi pelaksanaan RB oleh tim/pokja RB belum secara optimal
dilakukan ke seluruh unit kerja, hal ini dapat dilihat bahwa beberapa unit kerja
eselon | yang dievafuasi pada umumnya belum memahami dan bahkan belum
mengimplementasikan penataan sebagaimana yang dilakukan oleh Pokja.
Hal ini mengakibatkan perubahan pola pikir dan budaya kerja di seluruh
jajaran belum dapat dirasakan yang pada hakekatnya merupakan tujuan akhir
dari pelaksanaan reformasi birokrasi:

d. Evaluasi dan perbaikan organisasi yang dilakukan belum sepenuhnya
mempertimbangkan kepada keterkaitan proses antar unit dalam mendukung
mewujudkan kinerja organisasi, sehingga cenderung belum mampu
menghilangkan silo antar unit kerja. Hal ini juga mengakibatkan definisi
kinerja yang tertuang dalam sasaran strategis dan ukuran kinerja pada level
unit kerja belum relevan dengan peran dan tujuan unit kerja dibentuk;



.

e. Manajemen SDM yang dilakukan belum dapat dipastikan untuk menghasilkan
SDM yang kompeten di seluruh jajaran organisai sesuai dengan standar
kompetensi jabatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Hal ini karena:

1) Kinerja individu belum sepenuhnya mencerminkan tugas pokok dan
tanggungjawabnya, hal ini karena belum dilakukan penjabaran kinerja
(cascading kinerja) dari level organisasi yang diturunkan secara
berjenjang sampai level pelaksana;

2) Manajemen kinerja individu belum dilakukan secara efektif sehingga
kekurangan dan kelebihan pegawai belum terindentifikasi secara baik
untuk kebutuhan peningkatan kompetensi dan pengelolaan karier
pegawai,

3. Hasil survei yang dilakukan untuk melengkapi pelaksanaan evaluasi
menunjukkan hasil sebagai berikut:

a. Hasil survei internal integritas jabatan
terhadap 122 responden pegawai
Kementerian Pertanian menunjukkan
60,7% responden belum memahami
tugas fungsi yang harus dilaksanakan
serta belum memahami ukuran
keberhasilan pelaksanaan tugasnya
(C). Sementara itu, 31,1% responden
telah memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan namun belum
memahami ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (B). Hanya 82%
responden yang memahami tugas fungsi yang harus dilaksanakan dan
memahami pula ukuran keberhasilan pelaksanaan tugasnya (A);

b. Survei internal terhadap integritas organisasi yang menunjukkan persepsi
para pegawai di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kualitas
penerapan sistem integritas yang berlaku secara internal, menunjukkan
indeks 3,2 dalam skala 0 - 4 dengan rincian:

'No. | Komponen ' Skala | Indeks _i Indeks
L _f_ - - - I _@1?&1
|1 ] Budaya Organisasi dan sistem Anti Korupsi j 0-4 272 | 319

12 llnngutas terkait pengelolaan SDM - | 0-4 |27 L 322 |
13. | Integritas terkait pengelolaan anggaran | 0-4 | 269 =) 3,16

4 lIntegritas kesesuaian perintah atasan dengan | 0-4 2,74 323

| | aturan dan norma -

B Indeks Integritas Organisasi N | 272 32 |

T == |

Hasd survei Tahun 2018 tersebut menunjukkan kena:kan yang signifikan
dibandingkan dengan hasil survei Tahun 2017 sebesar 2,72. Kenaikan
tersebut dikarenakan pemahaman tentang reformasi birokrasi sudah mulai
meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.
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MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor - B/822/M.AA.05/2018 31 Desember 2018

Hal : Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2018

Yth. Menteri Pertanian
di
Jakarta

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomaor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kementerian Pertanian.
Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau
pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran
dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil
(result oriented government) serta memberikan saran perbaikan yang diperiukan.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kementerian Pertanian memperoleh
nilai 73,10 atau predikat BB. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas
dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian
kinerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan
penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil pada Kementerian
Pertanian menunjukkan hasil yang sangat baik.

Rincian penilaian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:
) ‘ ‘ L Nilai

| Meeanenireng ile Bobot 2017 | 2018
_a_PerencanaanKinea | 30 | 2398 | 2398
_b. Pengukuran Kinerja ! 25 | 17,55 17,55
_c. Pelaporan Kineja 15 | 11,48 | 11,27 |
_d. Evaluasi Internal - | 10 | 710 m_ﬂf—m?ﬁﬁ_w’
_e. Capaian Kinerja B | 20 | 1309 | 1320 |
~ Nilai Hasil Evaluasi 100 72,90 73,10

| Tingkat Akuntabilitas Kinerja BB BB

"J



Beberapa catatan hasil evaluasi selengkapnya dapat dilihat pada uraian

singkat sebagai berikut:

1.

Kementerian Pertanian telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kKinerja sektor
publik. Komitmen yang tinggi sudah ditunjukkan pada tingkat pimpinan pusat,
namun belum sepenuhnya dikuti oleh jajaran di bawahnya dalam
mengimplementasikan manajemen kinerja di unit kerjanya masing-masing.
Penerapan manajemen kinerja pada tingkat unit kerja masih bersifat formalitas
semata dan belum menggambarkan kinerja yang diharapkan dari unit kerja
tersebut;

Evaluasi lapangan yang kami lakukan terhadap Balai Karantina Pertanian kelas
| Bandar Lampung, Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Bogor
beserta unit kerja layanan lain di daerah masih belum menunjukkan hasil yang
diharapkan dalam penerapan SAKIP ini. Hal ini yang menyebabkan tidak

adanya kenaikan nilai hasil evaluasi SAKIP Kementerian Pertanian yang
berarti;

Definisi kinerja pada unit kerja tidak selalu selaras dengan kinerja pada tingkat
kementerian serta tidak selalu menggambarkan proses bisnis yang telah
dibangun. Perumusan sasaran strategis dan indikator kinerja pada unit kerja

belum menggambarkan hasil (oufcome) yang menjadi mandat (alasan)
keberadzan organisasi tersebut,

Perencanaan kinerja dan proses bishis organisasi pada unit kerja tidak
sepenuhnya mampu dijabarkan pada dokumen penganggaran. Perencanaan
dan penganggaran pada tingkat eselon Il tidak selalu menggambarkan proses
bisnis dan tugas fungsi serta peran yang telah ditetapkan;

. Berbagai komponen SAKIP Kementerian Pertanian masih dijumpai beberapa

kelemahan, antara lain:

a. Rencana Strategis Kementerian Pertanian maupun unit kerja belum memuat
indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan sebagai alat ukur
keberhasilan capaian pada akhir periode Renstra: '

b. Rumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) unit kerja di lingkungan
Kementerian Pertanian masih belum sesuai dengan tingkatan organisasi,
seperti [KU untuk eselon t masih banyak yang menggunakan indikator
Kinerja output;

¢. Laporan kinerja unit kerja Kementerian Pertanian masih belum baik karena
penjelasan analisis terhadap tidak tercapainya target belum memadai dan

laporan Kinerja belum menyajikan pembandingan realisasi kinerja beberapa

tahun terakhir serta belum ada informasi realisasi anggaran untuk setiap
sasaran strategis;

d. Kementerian Pertanian telah membuat Perjanjian Kinerja secara berjenjang
mulai dari tingkat Kementerian sampai dengan unit kerja tingkat eselon V.
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Namun demikian, penjenjangan kinerja (cascading) tersebut belum ditata
dengan baik karena belum terlihat keselarasan ukuran kinerja bawahan
dengan kinerja atasannya dan belum terlihat penjabaran kinerja secara
berjenjang;

e. Cascading kinerja Kementerian Pertanian belum dimanfaatkan untuk
mereviu keselarasan kinerja antara sasaran dengan
komponen/subkomponen, sehingga belum dapat digunakan untuk
melakukan efisiensi anggaran dengan mengurangi komponen,
subkomponen, akun, dan detii anggaran yang tidak mendukung
tujuanfsasaran organisasi;

f. Ukuran kinerja individu tidak selaras dengan ukuran kinerja organisasi yang
mengakibatkan tidak dapat ditelusuri peran dari setiap individu terhadap
capaian kinerja organisasi;

g. Kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja yang dilakukan
oleh Inspektorat Jenderal belum mampu memicu perbaikan penerapan
manajemen kinerja pada unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian.

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan

penerapan budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian, Kkami
merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut :

1.

Melakukan penyempurnaan definisi kinerja mulai unit kerja eselon | sampai unit
kerja terendah dan menyelaraskan dengan proses bisnis yang telah dibangun.

Penyempurnaan ini juga mencakup penyelarasan perencanaan kinerja antara
kementerian, unit kerja eselon [, dan unit kerja di bawahnya;

Menyelaraskan kinerja organisasi sampai dengan kinerja masing-masing
individu dengan memperhatikan proses bisnis, tugas fungsi, serta peran setiap
individu terhadap organisasi. Ukuran kinerja individu ini selanjutnya digunakan
sebagai dasar pembayaran tunjangan kinerja;

Dalam penyusunan Rencana Strategis Tahun 2020 — 2024 agar Kementerian
Pertanian tetap mengacu pada mekanisme penyusunan dokumen
perencanaan yang ada serta memperhatikan berbagai kaidah dalam
penyusunan perencanaan kinerja seperti orientasi pada hasil atau manfaat
yang langsung dirasakan masyarakat (resuft oriented), kualitas indikator
kinerja, keterpaduan perencanaan (infegrated development plan), serta
mekanisme cascade kinerja. Di samping itu, dalam Rencana Strategis
menetapkan indikator kinerja tujuan beserta target kinerja tujuan sebagai alat
ukur keberhasilan capaian pada akhir periode Rencana Strategis ;

Menyempurnakan kualitas IKU Kementerian Pertanian, baik tingkat Lembaga
maupun unit kerja, sehingga KU telah sesuai dengan tingkatan organisasi dan

digunakan secara kensisten dalam Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, dan
pelaporan kinerja;



Memperbaiki kualitas laporan kinerja unit kerja di lingkungan Kementerian
Pertanian, sehingga mampu menyajikan penjelasan analisis terhadap tidak
tercapainya target dengan memadai dan pembandingan realisasi kinerja
beberapa tahun terakhir serta informasi realisasi anggaran untuk setiap
sasaran strategis;

Menyempurnakan kembali penjenjangan kinerja (cascading) Kementerian
Pertanian, sehingga terlihat keselarasan indikator kinerja mulai dari tingkat
Kementerian sampai unit kerja terendah bahkan sampai dengan tingkatan
individu;

Melakukan reviu terhadap komponen, sub komponen, akun dan detil anggaran
yang dikaitkan dengan tujuan dan sasaran Kementerian Pertanian. Selanjutnya
melakukan realokasi anggaran ternadap komponen, sub komponen, akun dan

detil yang tidak terkait langsung dengan pencapaian sasaran strategis
Kementerian Pertanian;

Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap unit kerja untuk
mempercepat pelaksanaan manajemen kinerja serta mendorong tumbuhnya
budaya kinerja di lingkungan Kementerian Pertanian melalui pemanfaatan
berbagai dokumen yang sudah disusun, seperti penilaian kinerja secara
periodik, mekanisme reward and punishment kinerja, dan sebagainya.

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai

penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh
jajaran dalam menerapkan SAKIP di lingkungan Kementerian Pertanian,

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama Saudara.

Tembusan:

1.

Presiden Republik Indonesia;

2. Wakil Presiden Republik Indonesia.
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